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Pemprov Sulteng Rayakan Malam 
Pergantian Tahun dengan Sederhana

GUBERNUR Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura merayakan malam pergantian Tahun di Pusat Laut, Desa Towale, Kecamatan Banawa, Selasa (31/12/2024). FOTO: BIRO ADPIM

SULTENG RAYA - Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah merayakan malam Tahun 

Baru 2025 di Pusat Laut, Desa Towale, 
Kecamatan Banawa, Selasa (31/12/2024).

Meski berlangsung se-
derhana, Penyalaan kem-
bang api juga menghiasi 
langit Kota Sunset, Kabu-
paten Donggala. Masya-
rakat pun mengabadikan 
momen ini dengan ponsel 
mereka sambil bersorak 
dan saling mengucapkan 
selamat tahun baru dengan 
menyampaikan harapan 
dan doa.

Acara ini dihadiri Gu-
bernur Sulawesi Tengah H. 
Rusdy Mastura, Ketua TP 
PKK Dr.Hj.Vera Rompas 
Mastura,S.Sos,M.Si, para 
kepala perangkat daerah 

dan masyarakat.
Rangkaian acara dia-

wali dengan doa bersama 
yang dipimpin oleh Karo 
Adm Pembangunan, Abd.
Raaf Malik,M.Si. Mewa-
kili pemerintah, Asisten 
Perekonomian dan Pem-
bangunan Dr.H.Rudi De-
wanto, SE,MM menyam-
paikan perayaan malam 
tahun baru merupakan 
momen yang tepat untuk 
merenung dan mengeva-
luasi perjalanan yang telah 
dilalui selama setahun.

Selamat Tinggal 2024, Timnas Indonesia 
Songsong Piala Dunia di 2025

Polda Sulteng Sita Lima Senpi
dan 18 Bom Rakitan Selama 2024

SULTENG RAYA - Tim-
nas Indonesia melewati ta-
hun 2024 dengan gagal di 
Piala AFF 2024, tetapi masih 
ada Kualifikasi Piala Dunia 
2026 pada tahun 2025 ini.

Itulah intisari terakhir 
kiprah Indonesia di 2024. 
Tim asuhan Shin Tae Yong 

ini gagal lolos babak grup 
Piala AFF 2024 karena hanya 
menempati peringkat ketiga 
klasemen akhir Grup B.

Ini sebenarnya cukup ter-
duga. Pasalnya PSSI mengi-
rim pemain muda, dominan 
pemain U-22, dalam ajang 
dwitahunan ini. Sejak awal 

PSSI tak mematok target 
tinggi ke Shin Tae Yong.

Artinya pula tim Garuda 
tak bisa menjadi 'King of 
ASEAN' untuk ke-16 kali-
nya. Sejak Piala AFF digelar 
pada 1996, capaian terbaik 
Indonesia adalah enam kali 
menjadi finalis.

Artinya pula tak ada gelar 
juara yang dicapai Indonesia 
selama 33 tahun, sejak 1991, 
dengan meraih medali emas 
SEA Games. Setelah itu tak 
ada trofi bergengsi yang 
diraih Indonesia.

Harga Pangan 
Awal 2025, Cabai 
Rawit Rp56.690/

kg, Telur Ayam 
Rp30.930/kg

PEDAGANG membereskan cabai yang dijualnya di Pa-
sar Senen, Jakarta, beberapa waktu lalu. FOTO:  ANTARA/

AKBAR NUGROHO GUMAY

SULTENG RAYA - Badan Pangan Nasional 
(Bapanas) mencatat harga pangan pada awal 
tahun 2025 secara umum fluktuatif, cabai rawit 
merah turun menjadi Rp56.690 per kilogram (kg), 
sedangkan telur ayam ras naik menjadi Rp30.930 
per kg pada Rabu, 1 Januari 2025.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas 
pukul 10.00 WIB, secara umum harga pangan di 
tingkat pedagang eceran secara nasional, beras 

Hadiah Natal dan Tahun Baru,
PT GNI Apresiasi Karyawan Terbaik

TIMNAS 
Indonesia 
berjuang 
untuk lolos 
ke Piala 
Dunia 2026. 
FOTO: ANTARA 
/APRILLIO 
AKBAR

SULTENG RAYA - Mo-
mentum hari raya natal 25 
Desember 2024 dan tahun 
baru 1 Januari 2025 diman-
faatkan PT Gunbuster Nic-
kel Industry (GNI) untuk 
mengapresiasi karyawan 
berdedikasi tinggi terhadap 
perusahaan. 

Sejumlah karyawan ter-
baik tersebut mendapatkan 
apresiasi berupa penghar-
gaan dan bingkisan seba-

gai hadiah natal dan tahun 
baru. Puluhan karyawan 
tersebut dikunjungi secara 
langsung oleh Pimpinan 
PT GNI, Zhou Yuan beserta 
rombangan di sejumlah tem-
pat, Rabu (1/1/2025).

Penghargaan dan hadiah 
tersebut diberikan kepada 
karyawan yang mengan-
tongi kinerja baik sepanjang 

PIMPINAN 
PT GNI, 
Zhou Yuan 
melakukan 
kunjungan 
kepada 
karyawan 
yang ber-
dedikasi 
tinggi. 
FOTO: IST

Pemda Parmout 
Gelar Sosialisasi 

Penyusunan 
R-APBDesa Tahun 

Anggaran 2025

SULTENG RAYA – Pemerintah Daerah (Pemda) 
Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) menggelar 
sosialisasi penyusunan Rencana Anggaran Penda-
patan dan Belanja Desa (R-APBDesa) tahun ang-
garan 2025 di auditorium Kantor Bupati Parmout, 
Senin (30/12/2024).

SEKDA PARMOUT, Zulfinasran (tengah) membuka kegiatan 
sosialisasi penyusunan R-APBDesa tahun anggaran 2025 di 
auditorium Kantor Bupati Parmout, Senin (30/12/2024). FOTO: 
BAGIAN PROKOPIM SETDA PARMOUT
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KEPALA Operasi (Kaops) Madago Raya Polda Sulteng Kombes Pol. Boy F.S. Samola menunjukkan senjata 
api sitaan pada konferensi pers akhir tahun di Palu, Selasa (31/12/2024). FOTO:  ANTARA/HUMAS POLDA SULTENG

SULTENG RAYA - Sa-
tuan Tugas (Satgas) Operasi 
Madago Raya Kepolisian 
Daerah (Polda) Sulawesi 
Tengah (Sulteng) menyita 
lima senjata api (senpi) dan 
18 bom rakitan selama  ta-
hun 2024.

Kepala Operasi (Kaops) 
Madago Raya Polda Sul-
teng Kombes Pol. Boy F.S. 
Samola di Palu, Rabu, men-
gatakan Polda Sulteng telah 
melaksanakan sejumlah 
operasi kepolisian, baik 
terpusat maupun kewilaya-
han sepanjang tahun 2024.

"Operasi Madago Raya 
dilaksanakan dalam em-
pat tahap sepanjang tahun 
2024," katanya.

Ia menerangkan sejum-
lah temuan hasil operasi, 
yakni tiga pucuk senjata api 
rakitan laras panjang, dua 
pucuk senjata api rakitan 
laras pendek, satu pucuk 
senapan angin PCP beserta 
teleskop, 389 butir amu-
nisi tajam, 21 butir amunisi 
hampa dan 18 buah bom 
rakitan.

Sejumlah temuan hasil Operasi Madago Raya Selama tahun 2024 :

TIGA pucuk senjata api 
rakitan laras panjang.

DUA pucuk senjata api 
rakitan laras pendek.

SATU pucuk senapan angin 
PCP beserta teleskop.

389 butir amunisi 
tajam.
 
21 butir amunisi 
hampa.

18 buah
bom rakitan.
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SULTENG RAYA – PT Bank Sya-
riah Indonesia Tbk. (BRIS) menutup 
tahun 2024 dengan pencapaian gemi-
lang yang menempatkannya sebagai 
salah satu emiten pasar modal yang 
paling menonjol di sektor perbankan. 

Berdasarkan data penutupan per-
dagangan pasar modal Indonesia 
pada akhir 2024, BRIS berhasil men-
catatkan performa yang mengesan-
kan pada sejumlah indikator utama. 

Harga saham BRIS pada akhir 
perdagangan 2024 tercatat di harga 
2.730 atau mengalami kenaikan 
harga sebesar 56,9% dalam setahun 
terakhir (year to date/YTD) atau se-
jak diperdagangkan pada hari perda-
na perdagangan 2024 di level 1.740. 

Pencapaian ini menempatkan 
BRIS sebagai emiten dengan return 
tertinggi di antara seluruh emiten 
perbankan di pasar modal Indonesia 

sepanjang 2024. BRIS juga mencatat-
kan price-to-book value (PBV) sebe-
sar 2,90 dan price-to-earning (P/E) 
ratio 19,05, menjadikannya sebagai 
emiten bank yang paling premium di 
antara bank-bank milik pemerintah. 

Valuasi ini mencerminkan keper-
cayaan pasar terhadap strategi bisnis 
dan pertumbuhan berkelanjutan 
yang dijalankan oleh BRIS.

Dengan kapital isasi  seni lai 
Rp125,93 triliun, BRIS masuk ke 
dalam jajaran 5 besar emiten bank 
dari sisi kapitalisasi pasar (market ca-
pitalization/market cap). Pencapaian 
ini semakin mengukuhkan posisi 
BRIS sebagai salah satu pemain uta-
ma di industri perbankan nasional. 

“Tahun 2024 adalah tahun yang 
penuh tantangan sekaligus pelu-
ang bagi BSI. Alhamdulillah dapat 
kami lalui dengan sangat baik. Dan 

SULTENG RAYA - Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK) 
berkomitmen untuk terus 
perkuat industri perbankan 
di Indonesia, salah satunya 
melalui penerbitan pera-
turan untuk Bank Pereko-
nomian Rakyat (BPR) dan 
Bank Perekonomian Rakyat 
Syariah (BPRS). 

Tiga peraturan tersebut 
di antaranya POJK Nomor 
23 Tahun 2024 tentang 
Pelaporan melalui Sistem 
Pelaporan OJK dan Trans-
paransi Kondisi Keuangan 
bagi Bank Perekonomian 
Rakyat dan Bank Perekono-
mian Rakyat Syariah (POJK 
Pelaporan dan TKK BPR dan 
BPR Syariah), POJK Nomor 
24 Tahun 2024 tentang Ku-
alitas Aset Bank Perekono-
mian Rakyat Syariah (POJK 
Kualitas Aset BPR Syariah), 
serta POJK Nomor 25 Tahun 
2024 tentang Penerapan Tata 
Kelola Syariah Bagi Bank Pe-
rekonomian Rakyat Syariah 
(POJK Tata Kelola Syariah 
BPR Syariah).

POJK Nomor 23 Tahun 2024
POJK Pelaporan dan TKK 

BPR dan BPR Syariah disus-
un sebagai upaya mening-
katkan pengawasan berbasis 
teknologi dan transparansi 
kondisi keuangan BPR dan 
BPR Syariah dengan digita-
lisasi laporan yang masih 
disampaikan secara luring 
serta dilakukan penyesuaian 
cakupan laporan dan tata 
cara publikasi laporan. 

Selain itu, POJK ini juga 
sebagai landasan hukum 
atas penyampaian seluruh 
laporan BPR dan BPR Sya-
riah, baik laporan berkala 
maupun insidental, kepada 
OJK melalui Aplikasi Pe-
laporan Online Otoritas Jasa 
Keuangan (APOLO), sejalan 
dengan upaya meningkat-
kan efisiensi pelaporan BPR 
dan BPR Syariah.

Substansi pengaturan 
yang diatur dalam POJK 
tentang Pelaporan dan TKK 
BPR dan BPR Syariah anta-
ra lain; (1) Pelaporan yang 
disampaikan oleh BPR dan 
BPR Syariah kepada OJK 
dengan mengatur penyam-
paiaan laporan melalui APO-
LO, baik laporan berkala 
maupun incidental, sesuai 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan; (2) Simplifi-
kasi pelaporan BPR dan BPR 
Syariah dengan cara men-
gurangi beban jumlah lapo-
ran melalui penggabungan 
periodisasi laporan sejenis 
dan mengurangi redundansi 
penyampaian laporan; (3) 
Meningkatkan transparansi 
kondisi keuangan kepada 
masyarakat antara lain den-
gan penambahan akses ter-
hadap laporan tahunan dan 
laporan keuangan publikasi 
melalui situs web BPR dan 
BPR Syariah.

POJK 23/2024 ini mulai 
berlaku pada tanggal 1 De-
sember 2024 dan mencabut 
keberlakuan POJK Nomor 
48/POJK.03/2017 tentang 
Transparansi Kondisi Keu-
angan Bank Perkreditan 
Rakyat, POJK Nomor 13/
POJK.03/2019 tentang Pe-
laporan Bank Perkreditan 
Rakyat dan Bank Pembia-
yaan Rakyat Syariah melalui 
Sistem Pelaporan Otoritas 
Jasa Keuangan, dan POJK 

OJK Terbitkan Tiga 
Peraturan Perkuat Bank 
Perekonomian Rakyat

BRIS Tutup Bursa 
Tahun 2024 dengan 
Performa Mengesankan

SULTENG RAYA - Kepala Badan 
Pangan Nasional (Bapanas) Arief 
Prasetyo Adi menyatakan bahwa 
Presiden Prabowo Subianto menye-
tujui bantuan pangan beras 10 kilo-
gram disalurkan selama enam bulan 
pada tahun 2025 kepada penerima 
manfaat.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden 
Prabowo sudah merestui bantuan 
pangan beras selama enam bulan 
tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februa-
ri. Kemudian yang empat bulan lagi, 
nanti disesuaikan kapan bulannya,” 
kata Arief dalam keterangan di Ja-
karta, Rabu (1/1/2025). 

Dia menyampaikan, sebelumnya 
pemerintah telah memastikan ban-
tuan pangan beras kembali diadakan 
pada Januari dan Februari 2025. Lalu 
pada Rapat Terbatas, Senin (30/12), 
diputuskan penambahan alokasi 
bantuan pangan beras menjadi enam 
bulan untuk menjaga keseimbangan 
hulu dan hilir.

Arief menyebutkan bahwa hal 
itu diusulkan Menteri Koordinator 
Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 
rapat tersebut. 

“Tapi yang pasti pemerintah ber-
sama Bulog siap mendistribusikan 
total enam bulan alokasi dan total 
berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta 

PBP (Penerima Bantuan Pangan) 
pada 2025 sesuai usulan Bapak Men-
ko Pangan kemarin dalam Ratas,” 
ujar Arief.

Dia menuturkan program bantuan 
pangan beras akan diberikan sebagai 
bagian paket kebijakan ekonomi 
dan bantalan bagi masyarakat ber-
pendapatan rendah, sekaligus untuk 
menjaga hulu dan hilir.

“Kita pahami, untuk bantuan pan-
gan beras di 2025, pemerintah terus 
mempertajam database penerima 
PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada 
kelompok desil 1 dan 2 serta perem-
puan yang merupakan perempuan 
kepala keluarga yang miskin dan 
lansia tunggal,” jelas Arief.

Database penerima bantuan pan-
gan beras di 2025 akan mengguna-
kan data Registrasi Sosial Ekonomi 
(Regsosek) Kementerian Peren-
canaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Republik Indonesia (Ke-
menterian PPN/Bappenas).

“Rinciannya terdiri atas 15,6 juta 
PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu 
PBP perempuan kepala rumah 
tangga miskin dan lansia tunggal,” 
terangnya.

Program bantuan pangan beras 
disebut Badan Pusat Statistik (BPS) 

menjadi salah satu program Pemer-
intah yang memiliki andil terhadap 
penurunan tingkat kemiskinan. Ini 
terjadi selama periode Maret 2023 
sampai Maret 2024.

Menurut BPS, jumlah penduduk 
miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 
juta orang. Ini menurun sebanyak 
0,68 juta orang terhadap Maret 2023 
yang kala itu berjumlah 25,90 juta 
orang.

Di samping itu, dengan adanya 
kucuran bantuan pangan beras 
per bulannya turut pula berperan 
dalam pengendalian inflasi. Sela-
ma 2023, bantuan pangan beras 
telah terlaksana selama 7 bulan. 
Kala itu, di September 2023, inflasi 
beras sempat sentuh hingga 5,63 
persen.

Namun setelah digelontorkan 
bantuan pangan beras, inflasi beras 
membaik menjadi 0,48 persen pada 
Desember 2023.

Pada 2024, inflasi beras tercatat 
pernah cukup tinggi pada Februari 
yang berada di 5,32 persen. Melalui 
penyaluran bantuan pangan beras 
serta berbagai stimulus bantuan 
sosial lainnya, inflasi beras pun 
menurun. Misalnya, inflasi beras di 
Juli 2024 dicatat BPS berada di 0,94 
persen. ROL

OTORITAS Jasa Keuangan. FOTO: SINDIKATPOST.COM
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PELAYANAN di BSI (ilustrasi). FOTO: DOK. BSI

BANTUAN pangan (ilustrasi). FOTO: TRIBUN

Prabowo Setujui Bantuan Pangan Selama 
Enam Bulan untuk 16 Juta Penerima 

Nomor 35/POJK.03/2019 
tentang Transparansi Kon-
disi Keuangan Bank Pembia-
yaan Rakyat Syariah.

POJK Nomor 24 Tahun 2024
POJK Kualitas Aset BPR 

Syariah disusun sebagai 
upaya membangun industri 
BPR Syariah yang sehat dan 
memiliki daya saing tinggi 
dengan senantiasa memper-
hatikan prinsip kehati-ha-
tian dan manajemen risiko 
kegiatan usaha, khususnya 
pengelolaan aset dengan 
tetap memperhatikan prin-
sip syariah. 

POJK Kualitas Aset BPR 
Syariah merupakan tin-
dak lanjut atas amanat 
Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2023 tentang Pen-
gembangan dan Penguatan 
Sektor Keuangan (UU P2SK) 
dan merupakan perwujudan 
dari Roadmap Pengemban-
gan dan Penguatan Perban-
kan Syariah 2023-2027 serta 
Roadmap Pengembangan 
dan Penguatan Industri 
Bank Perekonomian Rakyat 
dan Bank Perekonomian 
Rakyat Syariah 2024-2027.

POJK ini juga merupakan 
penyempurnaan atas POJK 
Nomor 29/POJK.03/2019 
tentang Kualitas Aset Pro-
duktif dan Pembentukan 
Penyisihan Penghapusan 
Aset Produktif Bank Pem-
biayaan Rakyat Syariah dan 
memuat penyesuaian pen-
gaturan mengenai antara 
lain:

(1) Penyelarasan peratu-
ran mengenai Agunan Yang 
Diambil Alih (AYDA) serta 
kegiatan usaha yang diper-
kenankan sesuai dengan 
UU P2SK; (2) Penerbitan 
standar akuntansi keuan-
gan entitas privat (SAK EP) 
yang merupakan penggan-
ti dari standar akuntan-
si keuangan entitas tanpa 
akuntabilitas publik (SAK 
ETAP) yang akan berlaku 1 
Januari 2025; (3) Penegasan 
peran Dewan Pengawas 
Syariah dalam kebijakan 
pembiayaan dan prosedur 
pembiayaan sejalan dengan 
UU P2SK, ketentuan menge-
nai manajemen risiko BPR 
Syariah, serta ketentuan 
mengenai tata kelola syariah 
bagi BPR Syariah; (4) Pen-
ambahan pilar pemenuhan 
prinsip syariah dalam ca-
kupan pedoman kebijakan 
pembiayaan BPR Syariah; 
dan (5) Penyelarasan dengan 
ketentuan terkini dan keten-
tuan yang berlaku bagi Bank 
Perekonomian Rakyat serta 
penyempurnaan pengatu-
ran yang berbasis prinsip.

Pokok pengaturan POJK 
Kualitas Aset BPR Syariah 
terdiri dari perluasan ca-
kupan aset produktif, pen-
ambahan pengaturan men-
genai aset nonproduktif, 
kualitas aset produktif, pen-
yisihan penilaian kualitas 
aset dan cadangan kerugian 
penurunan nilai (CKPN), 
restrukturisasi pembia-

yaan, properti terbengkalai, 
agunan yang diambil alih, 
hapus buku, serta kebijakan 
pembiayaan dan prosedur 
pembiayaan.

POJK Nomor 25 Tahun 2024
POJK Tata Kelola Syariah 

BPR Syariah diterbitkan 
sebagai upaya penguatan 
tata kelola syariah pada 
BPR Syariah termasuk pe-
ningkatan kewenangan dan 
peran Dewan Pengawas 
Syariah (DPS).

POJK Tata Kelola Syariah 
BPR Syariah merupakan 
tindak lanjut atas amanat 
UndangUndang Nomor 4 
Tahun 2023 tentang Pen-
gembangan dan Penguatan 
Sektor Keuangan (UU P2SK) 
serta merupakan perwuju-
dan dari Roadmap Pengem-
bangan dan Penguatan Per-
bankan Syariah 2023-2027 
serta Roadmap Pengemban-
gan dan Penguatan Industri 
Bank Perekonomian Rakyat 
dan Bank Perekonomian 
Rakyat Syariah 2024-2027.

Dalam penyusunannya, 
selain mempertimbangkan 
masukan yang berasal dari 
pemangku kepentingan, 
POJK ini juga memperha-
tikan Pedoman Umum Go-
vernansi Entitas Syariah 
Indonesia tahun 2023 yang 
diterbitkan oleh Komite 
Nasional Kebijakan Gover-
nansi serta standar IFSB-10 
Guiding Principles on Sha-
riah Governance Systems for 
Institutions Offering Islamic 
Financial Services.

POJK ini melengkapi 
framework tata kelola di 
BPR Syariah yang men-
cakup tata kelola umum 
(berdasarkan POJK Nomor 
9 Tahun 2024 tentang Pene-
rapan Tata Kelola bagi Bank 
Perekonomian Rakyat dan 
Bank Perekonomian Rakyat 
Syariah) serta tata kelola 
syariah sebagaimana diatur 
dalam POJK ini.

Penguatan peran DPS 
dalam POJK ini semakin 
menegaskan pentingnya 
peran dan fungsi DPS dalam 
mengawasi penyelengga-
raan kegiatan bank syariah 
agar sesuai dengan prinsip 
syariah. Dalam rangka men-
dukung penguatan peran 
dimaksud, terdapat fungsi 
yang secara khusus ber-
tanggung jawab dalam pe-
nerapan tata kelola syariah 
dan bertugas mendukung 
peran DPS, yaitu fungsi 
kepatuhan syariah, fungsi 
manajemen risiko syariah 
dan fungsi audit intern sy-
ariah. Di sisi lain, terdapat 
kewajiban bagi Direksi dan 
Dewan Komisaris bank sy-
ariah untuk mendukung 
pelaksanaan tugas DPS 
tersebut. Dengan adanya 
penyempurnaan dimaksud, 
penerapan prinsip syariah 
di bank tidak hanya menjadi 
tugas DPS saja tetapi men-
jadi kewajiban dari seluruh 
tingkatan dan jenjang orga-
nisasi di bank. */RHT

itu terlihat pada emiten BRIS di 
pasar modal, yang menunjukkan 
kinerja saham yang solid dan men-
jadi pilihan utama bagi para inves-
tor,” ujar Direktur Utama BSI Hery 
Gunardi, dalam keterangan tertulis 
yang diterima Sulteng Raya, Selasa 
(31/12/2024).

Dibandingkan dengan bank-bank 
BUMN lain seperti Bank Rakyat 
Indonesia (BBRI), Bank Mandiri 
(BMRI), dan Bank Negara Indonesia 
(BBNI), BRIS mencatatkan kinerja 
yang paling unggul dalam hal YTD 
return, meskipun sektor perbankan 
secara umum menghadapi tantangan 
ekonomi global. Di antara bank sya-
riah, BRIS juga memimpin dalam hal 
valuasi dan return, jauh melampaui 
pesaing seperti Bank BTPN Syariah 
(BTPS) dan Bank Panin Syariah 
(PNBS). 

Dengan pencapaian tersebut, bank 
hasil merger yang belum genap 
4 tahun ini semakin memperkuat 
posisinya sebagai pemimpin di in-
dustri perbankan syariah sekaligus 
salah satu pilar utama roda ekonomi 
Indonesia.

“Pencapaian ini membuktikan 
bahwa strategi kami untuk mengin-
tegrasikan prinsip syariah dengan in-
ovasi digital dan layanan berkualitas 
telah membuahkan hasil,” ucapnya 
penuh syukur. 

Hery juga menegaskan kembali 
komitmen kuat BSI untuk terus 
memberikan yang terbaik bagi se-
luruh pemangku kepentingan, baik 
bagi nasabah maupun investor, juga 
untuk Negara.

 “Sebagai bank syariah terbesar di 
Indonesia, BRIS berkomitmen un-
tuk memberikan layanan keuangan 
syariah yang inklusif, inovatif, dan 
kompetitif,” ucapnya. RHT
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SULTENG RAYA – Ba-
dan Nasional Narkotika 
Provinsi (BNNP) Sulawesi 
Tengah sepanjang 2024 ini, 
dalam upaya pemberan-
tasan peredaran gelap nar-
kotika berhasil meringkus 41 
orang tersangka penyalah-
gunaan narkoba di Sulteng.

Hal itu dikatakan Kepa-
la BNNP Sulteng, Brigjen. 
Pol. Ferdinand Maksi Pa-
sule pada konferensi pers 
akhir tahun BNNP Sulteng 
di kantornya Jalan Dewi 
Sartika, Kota Palu, Selasa 
(31/12/2024).

“Melalui upaya pembe-
rantasan, BNNP Sulteng 
telah melakukan berbagai 
ungkap kasus narkotika 
sejak Januari – Desember 
2024 yaitu sebanyak 27 LKN 
yang melibatkan 41 orang 
tersangka yang dari 38 orang 
laki-laki dan 3 perempuan. 
Barang bukti yang telah di-
sita adalah shabu sebanyak 
2.425,24 gram dan  ganja 
2.204,4 gram dengan jumlah 
uang tunai Rp43.900.000,” 
katanya.

Dikatakannya, langkah 
pemberantasan tidak akan 
menghasi lkan dampak 
yang signifikan jika tidak 
diimbangi dengan upaya 
pengurangan permintaan 
narkoba melalui langkah 

pencegahan, pemberdayaan 
masyarakat dan rehabilitasi. 

Untuk upaya pencega-
han, BNNP Sulteng terus 
melakukan informasi dan 
edukasi berupa tatap muka 
secara langsung maupun 
daring, melalui media cetak 
dan media elektonik. 

Informasi dan edukasi 
berupaya sosialisasi bahaya 
narkoba ke berbagai lapi-
san masyarakat mulai dari 
intansi pemerintah, instansi 
swasta, kelompok organisasi 
masyarakat, instansi pendi-
dikan dan perguruan tinggi, 
serta kelompok-kelompok 
masyarakat berjumlah 140 
orang. Melibatkan 5 radio 
dan 1 media cetak untuk 
menyebarkan informasi 
P4GN. 

“Program pencegahan 
BNNP Sulteng di tahun 2024 
yang menjadi prioritas na-
sional adalah pelatihan soft 
skill bagi guru siswa SMA 
sederajat dan pelatihan keta-
hanan keluarga anti narkoba 
yang bertujuan membentuk 
imunitas para siswa dan 
guru serta lingkup keluarga 
dalam upaya pencegahan 
narkoba. 

Program ini, lanjutnya, 
dilaksanakan di Desa Kabo-
bona dan Desa Kotarindau, 
Kabupaten Sigi. Pelatihan 

Soft Skill bagi Guru SMA Se-
derajat melibatkan 20 Guru 
dari sekolah di Kabupaten 
Sigi. Untuk program pela-
tihan ketahanan keluarga 
terdapat 10 keluarga yang 
dilatih. 10 keluarga terdiri 
dari 10 anak dan 10 orang-
tua yaitu ayah/ibu dari 
anak-anaknya. Program ini 
dilaksanakan di Desa Kabo-
bona dan Desa Kotarindau, 
Kabupaten Sigi. 

Selain pencegahan, BNNP 
Sulteng terus mengajak se-
luruh lapisan masyarakat 
untuk berperan serta aktif 
mencegah penyalahgunaan 
narkoba melalui pelatihan 
pengembangan kapasitas 
agar mampu menjadi peng-
giat-penggiat yang aktif 
dilingkungannya dalam 
mencegah peredaran gelap 
narkoba. 

Di Tahun anggaran 2024, 
Instansi pemerintah yang 
mendapatkan pengemban-
gan kapasitas adalah Instan-
si yang berada di wilayah 
Kabupaten Sigi. Terdapat 
16 Instansi  Desa Kabobona, 
Desa Tinggede Desa Kota-
rindau, Kantor Kecamatan 
Dolo dan Marawola, Pus-
kesmas Dolo dan Tinggede, 
berjumlah 30 orang. 

Untuk Instansi Pendi-
dikan yang mendapatkan 

peningkatan kapasitas se-
banyak 12 Instansi Pendidi-
kan yang terdiri dari Dinas 
pendidikan Kab Sigi, SMA 
1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, 
SMA Sukma Bangsa, SMK 
1, SMK PGRI Marawola, 
SMP 1, SMP 4, SMP 12, MTs 
Kalukubula yang berjumlah 
total 30 orang.

Program pemberdayaan 
alternatif juga dilakukan 
pada wilayah rawan pen-
yalahgunaan narkoba. Pada 
tahun 2024, wilayah yang 
mendapatkan intervensi 
adalah Desa Tinggede, Ka-
bupaten Sigi. Program pem-
berdayaan menyasar pada 
15 orang di wilayah tersebut 
dengan diberikannya 1 kali 
pelatihan life-skil yaitu pem-
buatan sablon.

Dalam rangka upaya 
penyelamatan para pen-
yalahguna dari jeratan nar-
koba, BNNP Sulteng terus 
melakukan upaya rehabili-
tasi. Di tahun 2024, upaya 
rehabilitasi yang menjadi 
program prioritas nasional 
adalah terbentuknya Inter-
vensi Berbasis Masyarakat 
atau IBM. 

BNNP Sulteng memben-
tuk IBM di Desa Kabobona 
dan Desa Kotarindau, Ka-
bupaten Sigi. Upaya reha-
bilitasi ini ditujukan bagi 

korban penyalahguna den-
gan status ringan. Tim yang 
melakukan rehabilitasi dise-
but sebagai agen perubahan. 
Selama tahun 2024, mereka 
telah berhasil melakukan pe-
mulihan sebanyak 20 orang 
dari target 20 orang. 

Selain melalui upaya 
IBM, BNNP Sulteng melal-
ui klinik mosipakabelo tetap 
memberikan rehabilitasu 
rawat jalan selama tahun 
2023. Jumlah klien yang 
telah menjalani rehabilitasi 
adalah 132 orang dari target 
105 orang dan jumlah klien 
yang telah menjalani pasca 
rehabilitasi adalah seba-
nyak 23 orang dari target 
20 orang. 

Untuk mendukung berba-
gai upaya BNNP Sulawesi 
Tengah dalam mewujudkan 
Indonesia, bagian umum 
BNNP Sulawesi Tengah 
melakukan upaya dukun-
gan dengan menyediakan 
manajemen kepegawaian 
yang optimal melalui pela-
tihan peningkatan kapasitas 
pegawai dan pelatihan me-
nembak. Bagian umum juga 
memastikan seluruh pega-
wai menjalankan tugasnya 
dengan berintegritas dan 
bertanggungjawab sesuai 
kaidah akuntabilitas pro-
gram dan keuangan.  

SULTENG RAYA - Wali Kota 
Palu diwakili Kepala Dinas Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kota Palu 
melalui Kepala Bidang Kebudayaan, 
Arham, resmi menutup Pesta Kese-
nian Balaroa di Kelurahan Balaroa, 
Kota Palu, Selasa (31/12/2024).

Pesta Kesenian tersebut telah 
berlangsung selama dua hari, sejak 

tanggal 30 hingga 31 Desember 
2024.  

Kabid Arham, mewakili Wali 
Kota Palu menyampaikan bahwa, 
Pesta Kesenian Balaroa ini bukan 
hanya sebuah perayaan seni dan 
budaya, tetapi juga sebuah wadah 
untuk menguatkan rasa kebersa-
maan dan kebanggaan terhadap 

Sepanjang 2024, BNNP Sulteng 
Jaring 41 Tersangka Kasus Narkoba

Untuk menguatkan per-
lawanan terhadap narkoba, 
BNNP Sulawesi Tengah 
terus membangun sinergi 
dengan seluruh pihak di 
Sulawesi Tengah. Sinergi 
itu berupa kerja sama antara 
BNNP Sulteng dengan Or-
ganisasi Pemerintah Daerah, 
Organisasi Masyarakat dan 
Pihak Swasta. 

Berbagai perjanjian kerja 
sama dan program pence-
gaha/pemberdayaan masy-

arakat telah dilaksanakan. 
Sejauh ini, hasilnya terus 
positif dimana kedua belah 
pihak terus saling mendu-
kung upaya pencegahan 
melalui sosialisasi dan tes 
urin. 

“BNNP Sulawesi Tengah 
terus mengajak seluruh la-
pisan masyarakat untuk 
turut serta perang melawan 
narkoba guna mewujudkan 
Indonesia Bersinar,” tutup-
nya. RHT

keberagaman budaya yang dimi-
liki di Kota Palu. 

Dengan berbagai agenda yang 
telah diselenggarakan, seperti 
pentas musik, dialog budaya, pa-
wai budaya, pentas seni budaya, 
hingga kuliner UMKM, acara ini 
berhasil memadukan kreativitas 
seni dengan pemberdayaan eko-
nomi masyarakat lokal.  

Acara ini, lanjut Kabid, adalah 
bukti nyata bahwa seni dan buda-
ya tidak hanya menjadi warisan 
yang dilestarikan, tetapi juga men-
jadi kekuatan untuk membangun 
harmoni sosial dan ekonomi. 

“Melalui dialog budaya, kita 
telah mempererat komunikasi 
lintas budaya. Melalui pentas seni 
dan musik, kita telah merayakan 
keindahan keberagaman. Dan 
melalui kuliner UMKM, kita telah 
menunjukkan bahwa ekonomi 
kreatif mampu menjadi pilar utama 
pembangunan daerah,” kata Kabid. 

Kabid Arham menyampaikan 
apresiasi yang setinggi-tingginya 
kepada seluruh pihak yang te-
lah berkontribusi dalam men-

yukseskan acara ini, mulai dari 
panitia pelaksana, para seniman 
dan budayawan, pelaku UMKM, 
hingga masyarakat Balaroa yang 
telah menyambut acara ini dengan 
penuh antusiasme.  

Tidak lupa, Kabid juga mengajak 
masyarakat untuk menjadikan 
Pesta Kesenian Balaroa ini seba-
gai agenda tahunan yang lebih 
besar dan meriah di tahun-tahun 
mendatang. 

“Mari kita jadikan momen seper-
ti ini sebagai pengingat akan pen-
tingnya menjaga identitas budaya 
kita di tengah arus modernisasi,” 
ajak Kabid.

Wali Kota melalui Kabid ber-
harap nilai-nilai yang telah dise-
rap dari pesta kesenian ini, baik 
kebersamaan, kreativitas, dan 
gotong-royong dapat terus dibawa 
dalam kehidupan sehari-hari. 

“Semoga kita semua dapat me-
masuki tahun 2025 dengan seman-
gat yang baru dan penuh optimis-
me untuk membangun Kota Palu 
yang lebih maju dan sejahtera,” 
harap Kabid. RHT

KEPALA BNNP Sulteng, Brigjen. Pol. Ferdinand Maksi Pasule 
(tengah) pada konferensi pers akhir tahun BNNP Sulteng di kan-
tornya Jalan Dewi Sartika, Kota Palu, Selasa (31/12/2024). FOTO: 

RAHMAT KURNIAWAN

SULTENG RAYA - Wakil Wali 
Kota Palu, dr. Reny A. Lamadjido, 
meresmikan Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) dan Taman Pengajian Al-
Qur’an (TPA) Al-Mu’min Palupi di 
Jalan Persatuan, Kelurahan Palupi, 
Kota Palu, Rabu (1/1/2025). 

Peresmian tersebut ditandai 
dengan pengguntingan pita oleh 
Wakil Wali Kota Reny, didampingi 
oleh Asisten Bidang Pemerintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat Setda 
Kota Palu, Usman, Kepala Kantor 
Kementerian Agama Kota Palu, 
Ahmad Hasni, pihakYayasan 
Masjid Al-Mu’min Palupi, serta 
para donatur yang turut berperan 
dalam pembangunan fasilitas itu.

Wawali Reny menyampaikan 
rasa bangga dan apresiasinya ter-
hadap keberadaan MTs dan TPA 
Al-Mu’min Palupi yang kini telah 
berdiri kokoh dan rapi. 

Ia menyebutkan bahwa, pem-
bangunan gedung itu merupakan 
sebuah langkah positif dalam 
mendukung dunia pendidikan, 
khususnya di Kelurahan Palupi.

“Ini adalah bangunan yang san-
gat luar biasa, yang akan menjadi 
tempat bagi anak-anak kita untuk 
menuntut ilmu. Saya merasa san-
gat bangga dengan apa yang telah 
kita lihat hari ini,” ujar dia. 

Wawali Reny juga memberikan 
penghargaan kepada donatur 
utama, yakni Keluarga Besar H. 
Usman H. Yusuf, yang telah mem-
berikan kontribusi besar dalam 
pembangunan gedung MTs dan 
TPA tersebut. Ia berharap, semoga 
semakin banyak lagi orang-orang 
yang terinspirasi untuk berkont-
ribusi dalam bidang pendidikan.

“Mudah-mudahan masih ada 
lagi H. Usman yang lain yang 
tergerak hatinya untuk memberi-
kan bantuan dan dukungan bagi 
pembangunan pendidikan di Kota 
Palu,” tambah nya. 

Sebagai seorang yang sangat 
peduli terhadap pendidikan, Wakil 
Wali Kota Reny menekankan pen-
tingnya pendidikan sebagai bekal 
untuk membangun masa depan 
yang lebih baik. 

M T s  A l - M u ’ m i n  P a l u p i , 
menurutnya, merupakan lembaga 
pendidikan yang lengkap, meng-
gabungkan pendidikan umum 
dan agama, yang menjadi modal 
penting bagi para siswa untuk 
mengembangkan potensi mereka 
secara holistik.

“MTs ini bukan hanya tempat 
untuk menuntut ilmu pengetahu-
an umum, tetapi juga tempat untuk 
memperdalam ilmu agama. Ini 
adalah lembaga pendidikan yang 
sangat lengkap, dan saya yakin 
ini akan memberikan manfaat 
besar bagi generasi muda kita,” 
ungkapnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Ia 
juga mengingatkan pentingnya 
menjaga generasi muda di tengah 
era digital yang semakin berkem-
bang pesat. 

Wawali menekankan bahwa 
meskipun teknologi membawa 
banyak manfaat, ada tantangan 
besar untuk mengawasi dampak 
negatifnya, terutama bagi anak-
anak.

“Di era digital seperti sekarang 
ini, kita harus lebih bijak dalam 
mengarahkan anak-anak kita. Pen-
didikan agama dan pengawasan 
yang baik sangat penting agar 
mereka tidak terpengaruh oleh 
hal-hal negatif yang bisa berdam-
pak buruk bagi perkembangan 
mereka,” ujarnya. 

Di akhir sambutannya, Wakil 
Wali Kota Reny mengucapkan 
selamat atas peresmian MTs dan 
TPA Al-Mu’min Palupi dan ber-
harap agar lembaga pendidikan 
ini bisa berkembang menjadi 
sekolah unggulan yang dapat 
memberikan kontribusi nyata 
bagi pendidikan dan masa depan 
anak-anak di Kelurahan Palupi 
dan sekitarnya.

“Selamat atas diresmikannya 
sekolah ini. Semoga MTs dan TPA 
Al-Mu’min Palupi menjadi sekolah 
unggulan yang bisa mencetak 
generasi penerus bangsa yang 
berkualitas, baik dalam ilmu pen-
getahuan maupun agama,” tutup 
Wakil Wali Kota Reny. RHT

Wakil Wali Kota Palu Resmikan MTs dan TPA Al-Mu’min Palupi

SALAH satu pertunjukan di Pesta Kesenian Balaroa. FOTO: ISTIMEWA

Pesta Kesenian Balaroa Menguatkan 
Keberagaman Budaya Kota Palu
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Kegiatan tersebut ber-
langsung di Mako Polda 
Sulawesi Tengah ini turut 
dihadiri Wakapolda Brigjen 
Pol Dr. Helmi Kwarta Ku-
suma Putra Rauf, Irwasda, 
Pejabat Utama Polda, serta 
para atlet dan pelatih ber-
prestasi.

Mengawali sambutannya, 
Kapolda Sulteng Irjen Pol 
Dr. Agus Nugroho menyam-
paikan apresiasi dan ke-
banggaan atas dedikasi para 
atlet yang telah membawa 
nama baik Sulawesi Tengah 
ke kancah nasional dan in-
ternasional.   

"Atas nama keluarga besar 
Polda Sulawesi Tengah, saya 
menyampaikan selamat dan 
terima kasih kepada para 
atlet dan pelatih yang telah 
berjuang penuh semangat, 
mengharumkan nama insti-
tusi dan daerah kita," ujar 
Kapolda.

KAPOLDA Sulteng, Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, saat memberikan piagam penghargaan kepada 
Bripda Johansen Vicenzo Angtolis usai meraih medali emas juara individu dan beregu kelas Police 
Poomsae pada Kejuaraan Asian Open Police Taekwondo Championship Vietnam 2024. FOTO: BID-
HUMAS POLDA SULTENG

BAWA HARUM NAMA POLDA SULTENG

Kapolda Beri Penghargaan 
Anggota Polri dan Masyarakat

SULTENG RAYA - Kapolda Sulawesi Ten-
gah (Sulteng), Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, 
memimpin apel pagi yang dirangkai dengan 
agenda khusus pemberian piagam penghar-
gaan kepada personel dan masyarakat yang 
telah mengharumkan nama Sulawesi Tengah 
melalui prestasi olahraga di tingkat nasional 
dan internasional.

Kapolda menegaskan bah-
wa penghargaan ini adalah 
bentuk apresiasi atas kegi-
gihan, disiplin dan dedikasi 
yang telah ditunjukkan para 
atlet. “Prestasi yang diraih 
bukan hanya kebanggaan 
pribadi atau keluarga, tetapi 
juga menjadi simbol ke-
banggaan untuk Sulawesi 
Tengah dan Polri secara 
keseluruhan,” tegasnya.

Kapolda juga menaruh 
harapan besar agar prestasi 
ini dapat memotivasi se-
luruh jajaran Polda Sulawesi 
Tengah untuk terus bekerja 
keras dalam melaksana-
kan tugas dan memberikan 
pelayanan terbaik kepada 
masyarakat.

Selain apresiasi terhadap 
para atlet, Kapolda mengin-
gatkan seluruh personel ten-
tang pentingnya menyele-
saikan Operasi Lilin Nataru 
2024 dan Operasi Mantap 
Praja 2024/2025 dengan 
penuh tanggung jawab. 

"Perayaan Natal  dan 
Tahun Baru serta Pilkada Se-
rentak harus berjalan aman, 
damai, dan kondusif. Mari 
kita tuntaskan tugas yang 
telah dipercayakan kepada 
kita," jelasnya.

Dalam momen tersebut, 
penghargaan diberikan ke-
pada para atlet yang telah 
meraih prestasi gemilang, 
diantaranya Kejuaraan Asi-
an Open Police Taekwondo 
Championship Vietnam 
2024, Bripda Johansen Vi-
cenzo Angtolis meraih me-
dali emas juara individu 
dan beregu kelas Police 
Poomsae.

Selanjutnya, Kejuaraan 
Karate INKANAS Kapol-
ri Cup 2024 yang diikuti 
Muhammad Nabil Roni 
berhasil meraih medali emas 
kelas Kumite -60kg Under 
21 putra, Muhammad Rafl i 

Putra Aqsa meraih medali 
perak kelas Kumite -84kg 
senior putra, Miftah Fau-
zan Tandjungbulu meraih 
medali perak kelas Kumite 
-55kg senior putra, Syfa 
Hanidah Salsa Dila meraih 
medali perak kelas Kumite 
-55kg Under 21 putri, Nyo-
man Arya Wijaya meraih 
medali perunggu kelas Ku-
mite -50kg pemula putra, 
Nur Fadillah A. Mahmud 
meraih medali perunggu 
kelas -25kg usia dini putri, 
Miftaqul Jannah Nabila me-
raih medali perunggu kelas 
kata beregu junior putri, 
Prety Shinta Muhtar me-
raih medali perunggu kelas 
kata beregu junior putri dan 
Zafi rah Althofunisa meraih 
medali perunggu kelas kata 
beregu junior putri.

Sedangkan, untuk pelatih 
Karate Inkanas Polda Sul-
teng diikuti Iptu Rahmat 
selaku Ps. Kasat Polairud 
Polres Donggala dan Aipda 
La Sudi personel Ditlantas 
Polda Sulteng. Sementara, 
Pelatih Karate Inkanas Sul-
teng yakni Ir. Markus Kadoy 
dan Dian Maghfi ra.*/YAT

SULTENG RAYA – Kantor Wilayah Ke-
menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Sulawesi Tengah (Kemenkumham Sulteng) 
menggelar acara Media Gathering sebagai 
bentuk apresiasi atas dukungan media dalam 
mensosialisasikan berbagai program dan ke-
giatan Kemenkumham Sulteng selama tahun 
2024, Jumat (27/12/2024).

Dipusatkan di Ruang Garuda Kanwil, acara 
ini juga menjadi momentum untuk meraya-
kan keberhasilan Kemenkumham Sulteng 
dalam meraih berbagai prestasi di tingkat 
nasional, khususnya dalam pelayanan hukum 
dan HAM serta konsistensi Kemenkumham 
Sulteng menduduki posisi teratas dalam 
bidang pemberitaan media konvensional in-
ternal Kemenkumham di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wi-
layah Kemenkumham Sulteng, Hermansyah 
Siregar, menyampaikan rasa terima kasih 
kepada seluruh media yang telah menjadi 
mitra kerja yang baik. 

“Media memiliki peran yang sangat pen-
ting dalam menyampaikan informasi kepada 
masyarakat. Kami berharap melalui acara 
ini, sinergi antara Kemenkumham Sulteng 
dengan media dapat semakin erat,” ujarnya, 
Jumat, (27/12/2024).

Hermansyah Siregar juga memaparkan 
sejumlah capaian yang telah diraih oleh Ke-

menkumham Sulteng sepanjang tahun 2024. 
Ia yang didampingi Kepala Bagian Pro-

gram dan Humas, Muhammad Said, Kepala 
Subbagian Humas, RB dan TI, Asman serta 
seluruh pengelola kehumasannya berharap 
kolaborasi gemilang yang telah dilakukan 
bersama.

Pertemuan itu juga menjadi momentum 
bagi dirinya untuk berpamitan kepada se-
luruh insan pers di Sulteng. Selanjutnya, ia 
akan mengemban amanah sebagai Direktur 
Merek dan Indikasi Geografi s pada Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa 
kepemimpinan selanjutnya juga akan terus 
berupaya meningkatkan pelayanan, peran 
media kata dia, menjadi kunci penting dan 
hal yang utama.

Apalagi, dengan proses transisi pemekaran 
Kemenkumham menjadi 3 Kementerian, yak-
ni Kementerian Hukum, Kementerian HAM 
serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyara-
katan seluruh layanan akan lebih terfokus 
pada penunaian Asta Cita Presiden Prabowo.

“Prestasi yang kami raih saat ini tidak lepas 
dari dukungan seluruh jajaran Kemenkum-
ham Sulteng dan tentunya juga peran media. 
Ke depan, kami berkomitmen untuk terus 
meningkatkan kinerja dan memberikan pela-
yanan terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.*/YAT

Kemenkumham Sulteng Gelar Media Gathering, 
Rayakan Prestasi dan Komitmen untuk Lebih Baik
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SULTENG RAYA - Wakil 
Menteri Agama HR Muham-
mad Syafi i memastikan Bia-
ya Penyelenggaraan Ibadah 
Haji (BPIH) atau biaya haji 
2025 akan turun hingga 
berada di angka sekitar Rp 
80 juta. Dalam penyeleng-
garaan ibadah haji sebelum-
nya, biaya haji ditetapkan 
rata-rata sebesar Rp 93,4 
juta. Dia mengatakan, pihak-
nya saat ini masih melaku-
kan penyisiran terkait biaya 
haji 2025. Namun, kata dia, 
yang pasti di pengusulan 
pertama nanti BPIH sudah 
diturunkan.

"Kalau biasanya kan agak 
lebih tinggi (usulannya) 
supaya nanti disisir kembali 
oleh DPR baru bisa turun. 
Kalau ini di penawaran 
awal saja itu sudah turun 
jadi insyaAllah itu bisa lebih 
turun mungkin di angka 80-
an lah, 80 berapa gitu," ujar 
Wamenag saat ditanya usai 
menghadiri acara Pelantikan 
Pejabat Badan Penyelengga-
ra Haji (BP Haji) di Kantor 
Kemenag, Jl MH Thamrin, 
Jakarta, Senin (30/12/2024).

Dia menjelaskan, dalam 
mengusulkan BPIH 2025 
pihaknya akan melakukan 
efisiensi di bidang trans-
portasi. Karena, Presiden 
RI Prabowo Subianto sebe-
lumnya sudah memotong 
ongkos pesawat.

"Efi siensinya itu banyak 
mungkin yang paling sig-
nifi kan itu kan pesawat. Ini 
kan kemarin presiden sudah 
bisa memotong 10 persen 
ongkos pesawat ya kalau 
itu nanti berlaku di haji 
itu kan sudah juga sebuah 
penurunan yang signifi kan," 
ucap Wamenag.

Selain itu, menurut dia, pi-

haknya nanti juga akan me-
lakukan efi siensi di layanan 
hotel dan biaya layanan di 
Armuzna pada puncak haji. 
Karena, menurut dia, saat ini 
sudah banyak perusahaan 
penyedia layanan di Ar-
muzna yang mungkin bisa 
bersaing harga.

"Di Armuzna ini kita sisir 
kembali lah karena setelah 
kita baca dan tim datang 
ke sana kayaknya karena 
dulu perusahaan itu tidak 
banyak, sehingga kan ada 
sedikit monopoli. Ini seka-
rang begitu dibuka yang 
daftar sangat banyak, maka 
mulai kompetitif akhirnya 
kita belajar oh sebenarnya 
bisa segini, jadi kemung-
kinan turunnya itu sangat 
jelas," kata Wamenag.

Sedangkan terkait masa 
tinggal jamaah haji di Arab 
Saudi sendiri masih dalam 
p e m b a h a s a n .  K a r e n a , 
menurut dia, hal ini juga 
terkait dengan slot pener-
bangan yang tersedia.

Karena itu, lanjut dia, sete-
lah menyelesaikan proyek 
Kampung Haji di Makkah, 
pihaknya juga akan melaku-
kan kerjasama agar pesawat 
yang membawa jamaah haji 
bisa mendarat di Thaif.

"Kalau Thaif itu sudah bisa 
didaratkan pesawat-pesa-
wat besar mungkin kita bisa 
mengurus dari awal, karena 
presiden punya kedekatan 
dengan MBS kan supaya 
kita mendaratnya di Thaif. 
Kalau itu bisa, jadi kita gak 
terganggu slot dengan pe-
nerbangan negara lain kita 
merencanakan haji tinggal 
31 hari saja karena kasihan 
lansia-lansia itu tapi itu 
kayaknya masih perlu kerja 
lagi lah," jelas Wamenag.RPB

“Ini memenuhi permin-
taan pelanggan kami, yang 
sudah sering bertanya kapan 
Bakso Solo akan buka kem-
bali di PGM. Maka, kami 
akhirnya merespon dengan 
membuka kembali,” kata 
Manajer Bakso Solo, Rusli 
pada Selasa (31/12/2024). 

Selain Bakso Solo, keha-
diran brand lain yang tidak 
kalah menarik juga yaitu 
Kepiting Maco 71. Kepiting 
Maco 71 dapat ditemukan 
di lantai dasar, sementara 
Bakso Solo berada di lantai 
dua. "Kami juga menambah 
varian menu lainnya untuk 
memanjakan pengunjung," 
tambah Rusli. 

Di lantai dasar, selain 
kepiting, tersedia menu lain 
seperti ikan sidak, lobster, 
dan berbagai makanan laut 
lainnya yang selalu dijamin 
kesegarannya. Di lantai dua, 
selain Bakso Solo, ada juga 
menu mie ayam dan pilihan 
lainnya.

Owner Bakso Solo dan 

Kepiting Maco 71, Ani Su-
darni  menegaskan bahwa 
semua menu yang disajikan 
di kedua tempat tersebut 
dijamin halal dan berkua-
litas. “Kami jamin semua 
menunya halal dan baik, 
kami berkomitmen untuk 
memberikan yang terbaik 
bagi pelanggan,” ucap Ani.

Bakso Solo dan Kepiting 
Maco 71 mulai buka kembali 
pada tanggal 1 Januari 2025. 
Untuk merayakan pem-
bukaan kembali ini, pihak 
manajemen memberikan 
promo diskon 25 persen dari 
tanggal 1 hingga 3 Januari 
2025. Jam operasionalnya 
pun sangat fl eksibel, buka 
dari pagi hingga malam 
hari, memberikan kesem-
patan bagi masyarakat Kota 
Palu untuk menikmati hi-
dangan sambil menikmati 
pemandangan Teluk Palu.

"Semoga apa yang kami 
hidangkan di sini bisa diteri-
ma dengan baik oleh masya-
rakat Kota Palu dan menjadi 

SUASANA pembukaan Bakso Solo Kepiting Maco 71 di di Palu Grand Mall (PGM) yang terletak di 
Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat. FOTO: AMILUDDIN

Bakso Solo Kembali Hadir 
di Palu Grand Mall

SULTENG RAYA – Kabar gembira bagi 
warga Palu, Bakso Solo kembali hadir di Palu 
Grand Mall (PGM) yang terletak di Jalan 
Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan 
Palu Barat, setelah enam tahun tutup aki-
bat bencana gempa bumi dan tsunami yang 
melanda pada akhir 2018. Keberadaan Bakso 
Solo di mall terbesar di Sulawesi Tengah ini 
kini dapat dinikmati kembali oleh pelanggan 
setia.

tempat favorit mereka untuk 
bersantap," harap Ani.

Salah seorang pelanggan 
setia, Imas Rohayani, men-
gungkapkan rasa syukurnya 

dengan kembalinya Bakso 
Solo di PGM. "Saya senang 
Bakso Solo buka lagi di sini, 
saya bisa jalan-jalan di mall 
sambil menikmati bakso 

yang enak, seperti enam 
tahun lalu. Tapi, saya harap 
harga tetap terjangkau, tidak 
memberatkan pelanggan," 
harap Imas. ENG

PETUGAS membantu seorang haji kloter BTJ-12 atau terakhir 
debarkasi Aceh turun dari pesawat saat tiba di Bandara Internasi-
onal Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Aceh, Senin (22/7/2024). 
FOTO: ANT

Biaya Haji 2025 
Turun Jadi Rp80 Jutaan

SULTENG RAYA - Badai, 
kebakaran hutan, kekerin-
gan, dan gelombang panas 
mendominasi berita utama 
di seluruh dunia pada 2024. 
Pada April dan Mei lalu, 
gelombang panas melan-
da berbagai negara Asia. 
Suhu di India mencapai 47 
derajat Celsius saat negara 
itu menggelar pemilihan 
umum.

Menurut badan penelitian 
perubahan iklim World We-
ather Attribution, peruba-

han iklim berperan besar 
meningkatkan kemungki-
nan gelombang panas ekst-
rem di atas 45 derajat Celsius 
terjadi. Badai Yagi serta 
hujan musiman menimbul-
kan banjir dan longsor di 
seluruh Asia Tenggara pada 
September lalu. Lebih dari 
500 orang tewas.

Namun, Filipina menang-
gung beban terberat dari 
aktivitas topan di Pasifik 
pada tahun 2024. Badai Yagi 
termasuk Badai Tropis Tra-

mi dan Topan Kong-Rey, 
menyebabkan banjir dan 
tanah longsor yang mema-
tikan di Luzon pada akhir 
Oktober.

Jepang mengalami musim 
panas terpanas yang pernah 
tercatat pada tahun 2024. 
Cuaca yang sangat hangat 
berarti Gunung Fuji masih 
belum tertutup salju pada 
akhir Oktober. Tahun ini 
merupakan tahun pertama 
gunung itu tidak bersalju 
sejak pencatatan dimulai 130 

DAMPAK Badai Milton di Florida, Amerika Serikat, Kamis 
(10/11/2024). FOTO: REUTERS

2024 Jadi Tahun Bencana Iklim

tahun yang lalu.
Dikutip dari BBC, Senin 

(30/12/2024), cuaca buruk 
juga melanda Australia dan 
Selandia Baru. Pada Febru-
ari lalu, badai memadamkan 
hampir setengah juta rumah 
di negara bagian Victoria, 
Australia. Kondisi alam liar 
juga menghambat upaya pe-
madaman kebakaran hutan 
yang masif di bagian barat 
wilayah tersebut.

Agustus tahun ini juga 
merupakan Agustus terpa-
nas di Australia, 3 derajat 
Celsius di atas rata-rata. 
Tetapi Negeri Kangguru 
mengalami akhir tahun 
yang dingin. Bandara Can-
berra dan Adelaide men-
galami musim semi paling 
dingin dalam sejarah. Se-
mentara tahun ini Selandia 
Baru mengalami musim 
dingin terpanas ketiga yang 
pernah tercatat.

Timur Tengah juga men-
galami dampak peruba-

han iklim. Pada April lalu, 
Uni Emirat Arab menerima 
curah hujan yang sangat 
besar dalam waktu 24 jam. 
Jalan-jalan di Dubai teren-
dam banjir. Satu stasiun 
metro terendam air seting-
gi pergelangan kaki dan 
penerbangan dari bandara 
internasional dihentikan.

Pada saat yang sama, ge-
lombang panas yang mema-
tikan melanda Afrika Barat 
dan wilayah Sahel. Menurut 
para ilmuwan hal ini “ti-
dak mungkin terjadi” tanpa 
adanya perubahan iklim 
yang disebabkan aktivitas 
manusia.

Pada Mei lalu, Namibia 
mengumumkan keadaan 
darurat saat negara itu ber-
gulat dengan kekeringan 
terburuk dalam satu abad 
terakhir. Pemerintah be-
rencana untuk membunuh 
hewan liar dan mendistri-
busikan dagingnya kepada 
orang-orang yang tidak 
memiliki makanan.

Negara ini merupakan 
salah satu dari beberapa ne-
gara di Afrika bagian selatan 
yang sedang berjuang mela-
wan kekeringan parah yang 
disebabkan oleh El Nino.

Sebaliknya di akhir tahun, 
hujan musiman di seluruh 
Afrika bergeser lebih jauh 
ke utara dan menyebabkan 
banjir di Sahara untuk perta-
ma kalinya dalam setengah 
abad terakhir.RPB

SULTENG RAYA - Ber-
bagai obyek wisata di Bogor, 
masih menjadi salah satu 
tempat favorit bagi wisa-
tawan untuk berlinur. Hal 
ini, terlihat dari data yang 
ada di Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan (Disparbud) 
Kota Bogor, Jawa Barat (Ja-
bar) yang mencatat 6.394.031 
wisatawan mengunjungi 
‘kota hujan’ tersebut selama 
periode Januari-November 
2024.

Menurut Kepala Dispar-
bud Kota Bogor Iceu Pujiati, 
angka itu hampir mencapai 
target kunjungan wisatawan 
kota tersebut pada tahun 
ini yakni di angka 6,5 juta. 
Iceu pun optimis angka 
kunjungan wisatawan ke 
Kota Bogor akan memenuhi 
target dari masa libur Na-
tal dan Tahun Baru 2025, 

dengan jumlah kekurangan 
105.969 orang atau sekitar 
1,63 persen. “Insya Allah 
kelihatannya akan melebihi 
target ya sampai dengan De-
sember ini,” ujar Iceu, Senin 
(30/12/2024).

Terlebih, kata Iceu, Dis-
parbud Kota Bogor belum 
menghitung data riil ter-
hadap jumlah wisatawan 
yang mengunjungi area 
kuliner seperti Kawasan Pe-
cinan Suryakencana. Sebab, 
kawasan kuliner berbeda 
dengan hotel dan resto-
ran yang memiliki data riil 
angka kunjungan, dan ke-
mudian disampaikan ke 
Disparbud Kota Bogor.

“Tapi untuk para wisata-
wan yang datang ke Surken 
untuk kulineran itu belum 
terdata. Ini yang harus kami 
coba evaluasi, bagaimana 

KEPADATAN kendaraan menuju Jalan Raya Puncak, Ciawi, Ka-
bupaten Bogor, Jawa Barat (Ilustrasi). FOTO: ANT

Bogor Masih Jadi Tujuan Favorit Wisatawan, 
Jumlah Kunjungan Selama 2024 Capai 6,3 Juta

cara mendata tempat-tem-
pat kuliner yang ada di 
Surken atau tempat-tempat 
titik-titik kuliner lainnya,” 
kata Iceu.

Di samping itu, kata Iceu, 
kunjungan wisatawan ke 
Kota Bogor masih didomi-
nasi oleh kategori Meetings, 
Incentives, Conferences, 

and Exhibitions (MICE). 
Terutama kunjungan ke 
hotel-hotel. “Nah tantan-
gan ke depan untuk MICE 
ini, mungkin karena ada 
kebijakan dari pemerintah 
pusat misalnya Ibu Kota 
Nusantara (IKN) akan di-
pindahkan sepertinya akan 
mempengaruhi,” katanya.

Oleh karena itu, Iceu men-
gatakan, Disparbud Kota 
Bogor terus berkomuni-
kasi dengan para pelaku 
industri pariwisata di wila-
yahnya, agar tidak menjadi-
kan MICE sebagai andalan 
utama. “Jadi strategi dari 
pengelola industri para wi-
sata itu harus betul-betul 
kembali ke pure (murni) 
wisata-wisata. Tidak ke 
MICE lagi, agar tidak jadi 
nomor satu lah istilahnya,” 
katanya.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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TAHUN baru, harapan baru. Se-
lain karena momentum pergan-
tian tahun, ungkapan itu juga 
sangat relevan dengan situasi 

bangsa Indonesia saat ini. Kita baru saja 
melewati panas dan legitnya tahun politik 
dengan pelaksanaan pemilihan presiden 
dan wakil presiden, pemilihan wakil rakyat, 
serta pemilihan kepala daerah secara seren-
tak di 545 wilayah.

Pemimpin-pemimpin baru telah terpilih. 
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 
dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming 
Raka sudah melangkah bersama Kabinet 
Merah Putih. Para kepala daerah terpilih 
akan dilantik awal tahun ini, meski jadwal 
tepatnya belum ditetapkan pemerintah.

Segala yang baru tentunya menawarkan 
atau setidaknya memberikan harapan 
tentang keadaan yang lebih baik. Harapan 
rakyat kepada para pemimpin terpilih juga 
demikian. Seapes-apesnya, jangan sampai 
pemimpin yang baru justru membuat kon-
disi masyarakat menjadi lebih buruk.

Harus disadari, bangsa ini menghadapi 
tantangan yang tidak mudah tahun ini. 
Ketidakpastian global masih menggelayut 
seiring konflik,  peperangan, maupun po-
tensinya yang muncul di berbagai belahan 
dunia. Belum lagi perubahan tatanan per-
dagangan dunia akibat kebijakan-kebijakan 
tiap negara yang semakin kental dengan 
proteksionisme.

Dampaknya turut dirasakan di dalam 
negeri. Industri melesu. Sebagian ekonom 
malah menyebut telah terjadi deindustriali-
sasi selama hampir satu dekade belakangan. 
Itu sebabnya pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia gagal <i>move on<p> dari kisaran 
5%, relatif rendah jika dibandingkan dengan 
potensinya.

Di paling ujung, rakyat yang merasakan 
pahitnya. Angka inflasi menunjukkan ting-
kat yang amat rendah, di bawah 2%. Inflasi 
secara sederhana didefinisikan sebagai 
kenaikan harga barang maupun jasa.

Tingkat inflasi yang tidak sampai 2% bisa 
diartikan harga-harga relatif landai, tidak 
ada lonjakan. Akan tetapi, nyatanya bagi 
masyarakat kebanyakan, sebagian produk 
barang dan jasa kian hari terasa kian sulit 
terbeli.

Situasi itu disebabkan minimnya pen-
gungkit dari sisi pendapatan. Di kelom-
pok pendapatan menengah, masyarakat 
bukannya makin sejahtera, keuangan 
mereka justru makin cekak. Hampir 10 
juta orang dari kelompok pendapatan 
‘kaya tidak, miskin juga tidak’ itu turun 
kelas sejak 2019.

Hingga 2024, jumlah kelas menengah 
masih memperlihatkan tren yang terus 
menurun. Gelombang PHK turut andil se-
makin menggerus kelas menengah.

Itu baru sekelumit masalah yang di depan 
mata. Untuk bisa mengatasi, keberadaan 
masalah tersebut harus disadari dahulu. Ini 
sejalan dengan ucapan Presiden Prabowo 
dalam pidato perdana sebagai Kepala 
Negara. Prabowo meminta pemimpin jan-
gan terlalu senang melihat angka-angka 
statistik, padahal belum melihat gambaran 
sepenuhnya.

Sejurus dengan harapan agar pemerintah 
mengatasi persoalan, masyarakat juga mesti 
bergerak. Dalam menghadapi berbagai tan-
tangan yang menghadang, modal bangsa 
untuk mengatasinya ialah dengan memper-
kuat solidaritas dan persaudaraan sesama 
anak bangsa. Hal itu sudah dibuktikan 
saat bangsa Indonesia melewati berbagai 
krisis, seperti ketika krisis moneter 1998, 
krisis ekonomi 2008, bahkan krisis hebat 
pandemi covid-19 yang melanda pada 2020 
hingga 2022.

Tahun baru, harapan baru juga mencer-
minkan optimisme menyongsong 2025. 
Jadikan tantangan sebagai pelecut. Akui 
persoalan agar kita senantiasa waspada 
dan sigap mengatasi sebelum telanjur 
memburuk. Pupuk solidaritas untuk saling 
menguatkan di tahun yang tidak mudah 
ini.  Selamat Tahun Baru 2025.*Media In-
donesia

Tahun Baru, 
Harapan Baru

MENARIK menyimak sejumlah pernyataan 
yang disampaikan menteri yang mengurusi 
pendidikan dasar dan menengah terkait renca-
na penyempurnaan dan perubahan kebijakan. 
Dari pernyataan yang diungkapkan terkesan 
bahwa proses yang seksama dan berhati-hati 
menjadi prinsip utama dalam penetapan kebija-
kan pendidikan dasar dan menengah ke depan. 

OLEH : HENDARMAN

Mengharapkan Kebijakan 
Rasional dan Realistis

RENCANA kebija-
kan ke depan juga 
tidak dijadikan 
sebagai hal yang 

tidak boleh diketahui publik. 
Keterbukaan yang dilakukan 
dengan memberikan kete-
rangan dan klarifikasi men-
jadi sebuah pola komunikasi 
yang cukup dapat menen-
angkan publik. Ini mungkin 
untuk mengantisipasi agar 
publik atau masyarakat tidak 
terkejut dengan kemungki-
nan lahirnya sebuah kebija-
kan baru. Kalaupun pada 
akhirnya terjadi (perubahan) 
kebijakan baik secara parsial 
maupun totalitas, itu akan 
dapat diterima karena sudah 
diberikan ruang berupa ke-
sempatan kepada berbagai 
pemangku kepentingan untuk 
menyampaikan aspirasi. 

Walau ada kemungkinan 
aspirasi tersebut tidak sela-
manya sejalan dengan ren-
cana (perubahan) kebijakan. 
Mekanisme tersebut akan 
menghindarkan persepsi bah-
wa (perubahan) kebijakan 
semata-mata karena adanya 
keinginan pimpinan yang 
baru untuk meninggalkan 
warisan (legacy) pada za-

man kepemimpinannya. Atau 
pendapat yang berkembang 
di masyarakat bahwa “ganti 
menteri ganti kebijakan”. 

Ini mengindikasikan bahwa 
kebijakan itu tidak mendadak 
lahir tanpa alasan yang rasio-
nal dan mempertimbangkan 
situasi dan kondisi yang rea-
listis. Mekanisme terstruktur 
tersebut setidaknya dapat me-
minimalkan munculnya kriti-
kan terhadap suatu kebijakan. 
Tidak sedikit kebijakan pen-
didikan yang mendapatkan 
sorotan dan keluhan setelah 
diimplementasikan. Ini diten-
garai terjadi karena kurang 
atau tidak adanya ruang ko-
munikasi dan interaksi yang 
memberikan kejelasan tentang 
kemengapaan atau rasionali-
tas perumusan dan penetapan 
sebuah kebijakan. 

Juga kenyataan bahwa se-
jumlah kebijakan diluncurkan 
tanpa memperhatikan situasi 
dan kondisi yang realistis dari 
sasaran dan lokus kebijakan 
tersebut. Mekanisme tersebut 
tampaknya memperhatikan 
norma dari sifat umum se-
buah kebijakan. Pertama, 
kompleksitas yaitu dimana 
kebijakan publik itu terkait 

dengan banyak aspek, berwa-
wasan luas, dan mengaitkan 
banyak pihak. 

Kedua, dinamis yaitu bah-
wa kebijakan tidak bisa stag-
nan atau statis yang berarti 
memiliki peluang untuk di-
pengaruhi baik dari faktor 
exogenous atau dari luar dan 
faktor internal, serta konse-
kuensi kebijakan sebelum-
nya. Ketiga, bahwa kebijakan 
sebagai sebuah keputusan 
ditetapkan melalui proses 
pemilihan yang terbaik di 
antara berbagai alternatif; 
dan berimplikasi adanya aksi 
kebijakan atau rencana aksi 
sebagai tindaklanjut dalam 
tataran implementasi.

Kebijakan Rasional dan Realistis 
Mengutip pendapat Nug-

roho (2015), terdapat dua 
karakteristik kebijakan publik. 
Pertama, kebijakan publik 
seharusnya mudah dipahami 
dengan makna sederhana 
yaitu ditujukan untuk men-
capai tujuan nasional. Kedua, 
kebijakan publik harus mudah 
diukur untuk mengetahui se-
jauh mana progres kemajuan 
dapat dicapai. Ini berimplikasi 
bahwa kebijakan seyogianya 
disesuaikan dan diadaptasi 
terhadap dinamika sosial, ek-
onomi dan politik atau secara 
sederhana diartikan sebagai 
harus realistis. Mengapa? Se-
bagai suatu norma, pembuat 
kebijakan harus (sekali lagi 
harus) mencermati lingkun-
gan kebijakan yang terdiri atas 
berbagai komponen. 

Komponen tersebut pada 
intinya menyangkut individu 
dan kelompok. Mekanisme 
yang sedang dilakukan seka-
rang menunjukkan indikasi 

bahwa pembuat kebijakan 
mempertimbangkan berbagai 
aspek dan dinamika yang tum-
buh-kembang dalam masy-
arakat sebagai lingkungan 
kebijakan tersebut. Sebuah 
kekeliruan kalau kebijakan 
tertentu dibuat untuk kepen-
tingan kelompok tertentu. Bill 
Jenkins yang dikutip Michael 
Hill (1993:34) dalam The Policy 
Process mengatakan bahwa 
kebijakan merupakan kepu-
tusan berdasarkan hubungan 
kegiatan yang dilakukan oleh 
aktor politik guna menentukan 
tujuan dan mendapat hasil 
berdasarkan pertimbangan 
situasi tertentu. 

Menarik untuk mengikuti 
sejumlah rencana yang akan 
dilakukan kementerian yang 
mengurusi pendidikan dasar 
dan menengah ke depan. Ren-
cana tersebut di antaranya 
mengembalikan kebijakan 
sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Mungkin saja ada be-
berapa kebijakan sebelumnya 
yang melupakan keberadaan 
peraturan sebagai dasar di-
ambilnya sebuah keputusan. 
Ini mungkin karena adanya 
“ambisi” melakukan reformasi 
besar, tetapi justru bertentan-
gan dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku. 

Mengembalikan kebijakan 
sesuai peraturan yang ber-
laku, sesungguhnya men-
gindikasikan kebijakan yang 
menggunakan prinsip rasio-
nal. Rencana itu dibuktikan 
dengan melakukan serang-
kaian proses kajian terhadap 
sejumlah kebijakan yang su-
dah ada sebelumnya. Secara 
teoretis, seharusnya kajian 
seperti ini dilakukan sebe-
lumnya ketika kebijakan pada 

periode sebelumnya dalam 
tahap implementasi. Adanya 
kajian-kajian tersebut akan 
mengungkapkan sejauhmana 
kebijakan yang ditetapkan 
mencapai tujuan yang di-
harapkan, atau sejauhmana 
muncul kendala yang harus 
segera diatasi dengan sejum-
lah alternatif solusi. 

Kebijakan juga harus rea-
listis dalam arti menghindari 
penyalahgunaan kewenan-
gan yang dimiliki oleh ma-
sing-masing pihak. Apabila 
kebijakan merupakan kewe-
nangan pemerintah daerah 
provinsi/kabupaten/kota 
maka pemerintah pusat seyo-
gianya menyerahkan kewe-
nangan tersebut sepenuhnya. 
Pengambilalihan kewenangan 
ditengarai akan mengurangi 
komitmen dan dukungan 
pemerintah daerah. 

Prinsip kebijakan yang ra-
sional dan realistis secara 
tidak langsung akan dapat 
memastikan keadilan dan 
kebermanfaatan bagi berba-
gai pihak. Kelalaian terhadap 
pertimbangan rasional dan 
realistis tersebut berpotensi 
untuk menimbulkan ketidak-
puasan pihak tertentu sebagai 
sasaran kebijakan. Tampak-
nya tidak cukup bijak apabila 
indikator keberhasilan sebuah 
kebijakan dilihat dari praktik 
baik hanya pada daerah-dae-
rah tertentu saja. Seperti yang 
terjadi sebelumnya, tanpa 
adanya kebijakan tersebut, 
sesungguhnya daerah-daer-
ah tersebut sudah pasti akan 
berkinerja baik. (Penulis: Ana-
lis Kebijakan Ahli Utama pada 
Kemendikdasmen/Dosen Sekolah 
Pascasarjana Universitas Paku-
an) **SindoNews.Com

OLEH : ANDI KURNIAWAN

PROGRAM yang 
dilaksanakan ini 
tidak lain bertuju-
an menyinergikan 

berbagai elemen kebijakan un-
tuk mewujudkan masyarakat 
yang sehat, kuat, dan tangguh 
secara ekonomi. Program ini 
menyoroti tiga pilar utama: 
ketahanan pangan, penang-
gulangan stunting, dan penye-
diaan makanan bergizi gratis. 
Sinergitas antara ketiga pilar 
ini menjadi kunci keberhasi-
lan program tersebut.

Ketahanan pangan adalah 
salah satu isu strategis yang 
menjadi perhatian global, 
termasuk di Indonesia yang 
merupakan fondasi bagi pem-
bangunan nasional. Seba-
gai negara dengan populasi 
terbesar keempat di dunia, 
Indonesia memiliki potensi 
besar dalam menciptakan 
ketahanan pangan.

Dengan sumber daya alam 
yang melimpah, iklim yang 
mendukung, serta keanekara-
gaman hayati yang kaya, ne-
gara ini memiliki modal kuat 
untuk memproduksi pangan 
secara mandiri. Ketika masya-
rakat memiliki akses terhadap 
pangan yang cukup, baik 
dari segi kuantitas maupun 
kualitas, mereka dapat hidup 
lebih produktif dan sehat. 

Dalam konteks pembangunan 
bangsa, ketahanan pangan 
menjadi fondasi penting un-
tuk menciptakan masyarakat 
yang sehat, produktif, dan 
berdaya saing.

Melalui Program Keta-
hanan Pangan, pemerintah 
mendorong inovasi di sektor 
pertanian dengan memper-
luas akses pasar bagi hasil 
panen lokal, meningkatkan 
teknologi pertanian bahkan 
memberikan insentif kepada 
petani. Salah satu contoh kon-
kret adalah program lumbung 
pangan desa, yang bertujuan 
untuk memastikan ketersedi-
aan pangan secara mandiri di 
tingkat lokal.

Selain itu, pentingnya edu-
kasi kepada masyarakat ten-
tang pola konsumsi yang 
beragam dan sehat menjadi 
bagian penting dari program 
ini. Ketahanan pangan bukan 
hanya soal produksi, tetapi 
juga distribusi yang merata 
dan pemahaman masyarakat 
mengenai pentingnya gizi 
seimbang.

Stunting adalah salah satu 
masalah kesehatan masyara-
kat yang menjadi perhatian 
serius di Indonesia. Stunting 
terjadi ketika anak mengala-
mi kekurangan gizi dalam 
waktu yang lama, terutama 

DALAM beberapa tahun terakhir, isu ketahanan 
pangan, stunting, dan pemenuhan gizi masya-
rakat atau makan bergizi gratis menjadi perha-
tian utama di Indonesia. Pemerintah, melalui 
berbagai program nasional, terus berupaya agar 
ketiga program ini bisa berjalan dengan baik.

Sinergitas: Ketahanan Pangan, Stunting dan Makan Bergizi Gratis
selama masa kritis 1.000 
HPK, yang dimulai sejak 
kehamilan hingga anak be-
rusia dua tahun. Kondisi ini 
ditandai dengan tinggi badan 
anak yang lebih rendah dari 
standar usianya.

Dampaknya tidak hanya 
bersifat fisik, tetapi juga me-
mengaruhi perkembangan 
kognitif, kemampuan be-
lajar, dan produktivitas di 
masa depan.  Beberapa faktor 
yang menyebabkan stun-
ting meliputi: kekurangan 
asupan gizi, infeksi berulang, 
kesehatan ibu yang buruk, 
kurangnya stimulasi dini dan 
akses terbatas ke sanitasi dan 
air bersih.

Pada program ini, Pemer-
intah memprioritaskan inter-
vensi gizi spesifik dan sensitif 
sebagai solusi untuk men-
gatasi masalah ini. Intervensi 
spesifik melibatkan pembe-
rian asupan gizi yang cukup 
kepada ibu hamil, menyusui, 
dan anak-anak balita.

Sementara itu, intervensi 
sensitif mencakup upaya me-
ningkatkan akses terhadap sa-
nitasi, air bersih, serta pendi-
dikan kesehatan reproduksi. 
Dalam implementasinya, pro-
gram ini melibatkan berbagai 
pihak, termasuk Pemerintah 
Daerah, lembaga swadaya 
masyarakat, sektor swasta 
bahkan Pemerintah Desa. 
Pendekatan berbasis komu-
nitas juga digunakan untuk 
memastikan bahwa intervensi 
yang dilakukan benar-benar 
sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat setempat. Salah 
satu inisiatif unggulan adalah 
penyediaan posyandu di daer-
ah terpencil, sehingga layanan 
kesehatan dapat menjangkau 

masyarakat yang selama ini 
sulit diakses.

Untuk melengkapi dua 
prioritas sebelumnya, Pro-
gram Pemerintah juga meng-
hadirkan inisiatif makan 
bergizi gratis, terutama bagi 
anak sekolah. Program ini 
bertujuan untuk memas-
tikan bahwa masyarakat 
tidak hanya memiliki akses 
terhadap pangan, tetapi juga 
mendapatkan asupan nutrisi 
yang sesuai dengan kebu-
tuhan tubuh.

Salah satu implementasi 
program ini adalah melalui 
penyediaan makanan bergizi 
di sekolah-sekolah. Program 
ini tidak hanya membantu 
meningkatkan status gizi 
anak-anak, tetapi juga ber-
kontribusi pada peningkatan 
konsentrasi dan prestasi 
belajar mereka. Selain itu, 
pemberian makanan bergizi 
gratis kepada ibu hamil di 
puskesmas-puskesmas juga 
menjadi langkah penting 
dalam mencegah terjadinya 
stunting pada generasi be-
rikutnya.

Namun, tantangan utama 
dari program ini adalah ke-
berlanjutan pendanaannya. 
Oleh karena itu, pemerintah 
menggandeng sektor swas-
ta melalui skema corporate 
social responsibility (CSR) 
untuk mendukung penyedi-
aan bahan makanan bergizi 
secara berkelanjutan. Kerja 
sama dengan koperasi lo-
kal juga dioptimalkan untuk 
memanfaatkan hasil panen 
petani sebagai bahan utama 
dalam penyediaan makanan 
gratis ini.

Sinergitas dari program 
ketahanan pangan, penang-

gulangan stunting, dan ma-
kan bergizi gratis adalah tiga 
komponen yang saling terkait. 
Ketahanan pangan memas-
tikan bahwa bahan maka-
nan tersedia secara cukup 
dan merata. Penanggulangan 
stunting memastikan bahwa 
generasi muda tumbuh den-
gan optimal, baik secara fisik 
maupun kognitif. Sementara 
itu, makan bergizi gratis men-
jadi jembatan untuk memas-
tikan bahwa kebutuhan gizi 
masyarakat dapat terpenuhi, 
terutama bagi kelompok yang 
paling membutuhkan.

Sinergitas antar-pilar ini 
membutuhkan koordinasi lin-
tas sektor dan dukungan dari 
berbagai pihak. Pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, 
pemerintah desa, lembaga 
pendidikan, organisasi masy-
arakat, dan sektor swasta 
harus bekerja bersama untuk 
mencapai tujuan yang sama. 
Dalam konteks ini, penga-
wasan dan evaluasi program 
menjadi sangat penting untuk 
memastikan bahwa setiap in-
tervensi yang dilakukan mem-
berikan hasil yang optimal.

Jika ketiga prioritas ini di-
laksanakan dengan konsisten 
dan berkesinambungan, Pro-
gram-program ini berpotensi 
memberikan dampak positif 
yang signifikan bagi Indone-
sia. Pertama, ketahanan pan-
gan yang terjaga akan men-
dukung stabilitas ekonomi 
dan sosial masyarakat. Kedua, 
penurunan angka stunting 
akan menciptakan generasi 
muda yang lebih sehat, pro-
duktif, dan kompetitif di ting-
kat global. (Penulis: Anak Desa 
Yang Sederhana, Mahasiswa ITB 
Ahmad Dahlan) **Geotimes
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Kegiatan tersebut ber-
langsung di Mako Polda 
Sulawesi Tengah ini turut 
dihadiri Wakapolda Brigjen 
Pol Dr. Helmi Kwarta Ku-
suma Putra Rauf, Irwasda, 
Pejabat Utama Polda, serta 
para atlet dan pelatih ber-
prestasi.

Mengawali sambutannya, 
Kapolda Sulteng Irjen Pol 
Dr. Agus Nugroho menyam-
paikan apresiasi dan ke-
banggaan atas dedikasi para 
atlet yang telah membawa 
nama baik Sulawesi Tengah 
ke kancah nasional dan in-
ternasional.   

"Atas nama keluarga besar 
Polda Sulawesi Tengah, saya 
menyampaikan selamat dan 
terima kasih kepada para 
atlet dan pelatih yang telah 
berjuang penuh semangat, 
mengharumkan nama insti-
tusi dan daerah kita," ujar 
Kapolda.

KAPOLDA Sulteng, Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, saat memberikan piagam penghargaan kepada 
Bripda Johansen Vicenzo Angtolis usai meraih medali emas juara individu dan beregu kelas Police 
Poomsae pada Kejuaraan Asian Open Police Taekwondo Championship Vietnam 2024. FOTO: BID-
HUMAS POLDA SULTENG

BAWA HARUM NAMA POLDA SULTENG

Kapolda Beri Penghargaan 
Anggota Polri dan Masyarakat

SULTENG RAYA - Kapolda Sulawesi Ten-
gah (Sulteng), Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, 
memimpin apel pagi yang dirangkai dengan 
agenda khusus pemberian piagam penghar-
gaan kepada personel dan masyarakat yang 
telah mengharumkan nama Sulawesi Tengah 
melalui prestasi olahraga di tingkat nasional 
dan internasional.

Kapolda menegaskan bah-
wa penghargaan ini adalah 
bentuk apresiasi atas kegi-
gihan, disiplin dan dedikasi 
yang telah ditunjukkan para 
atlet. “Prestasi yang diraih 
bukan hanya kebanggaan 
pribadi atau keluarga, tetapi 
juga menjadi simbol ke-
banggaan untuk Sulawesi 
Tengah dan Polri secara 
keseluruhan,” tegasnya.

Kapolda juga menaruh 
harapan besar agar prestasi 
ini dapat memotivasi se-
luruh jajaran Polda Sulawesi 
Tengah untuk terus bekerja 
keras dalam melaksana-
kan tugas dan memberikan 
pelayanan terbaik kepada 
masyarakat.

Selain apresiasi terhadap 
para atlet, Kapolda mengin-
gatkan seluruh personel ten-
tang pentingnya menyele-
saikan Operasi Lilin Nataru 
2024 dan Operasi Mantap 
Praja 2024/2025 dengan 
penuh tanggung jawab. 

"Perayaan Natal  dan 
Tahun Baru serta Pilkada Se-
rentak harus berjalan aman, 
damai, dan kondusif. Mari 
kita tuntaskan tugas yang 
telah dipercayakan kepada 
kita," jelasnya.

Dalam momen tersebut, 
penghargaan diberikan ke-
pada para atlet yang telah 
meraih prestasi gemilang, 
diantaranya Kejuaraan Asi-
an Open Police Taekwondo 
Championship Vietnam 
2024, Bripda Johansen Vi-
cenzo Angtolis meraih me-
dali emas juara individu 
dan beregu kelas Police 
Poomsae.

Selanjutnya, Kejuaraan 
Karate INKANAS Kapol-
ri Cup 2024 yang diikuti 
Muhammad Nabil Roni 
berhasil meraih medali emas 
kelas Kumite -60kg Under 
21 putra, Muhammad Rafl i 

Putra Aqsa meraih medali 
perak kelas Kumite -84kg 
senior putra, Miftah Fau-
zan Tandjungbulu meraih 
medali perak kelas Kumite 
-55kg senior putra, Syfa 
Hanidah Salsa Dila meraih 
medali perak kelas Kumite 
-55kg Under 21 putri, Nyo-
man Arya Wijaya meraih 
medali perunggu kelas Ku-
mite -50kg pemula putra, 
Nur Fadillah A. Mahmud 
meraih medali perunggu 
kelas -25kg usia dini putri, 
Miftaqul Jannah Nabila me-
raih medali perunggu kelas 
kata beregu junior putri, 
Prety Shinta Muhtar me-
raih medali perunggu kelas 
kata beregu junior putri dan 
Zafi rah Althofunisa meraih 
medali perunggu kelas kata 
beregu junior putri.

Sedangkan, untuk pelatih 
Karate Inkanas Polda Sul-
teng diikuti Iptu Rahmat 
selaku Ps. Kasat Polairud 
Polres Donggala dan Aipda 
La Sudi personel Ditlantas 
Polda Sulteng. Sementara, 
Pelatih Karate Inkanas Sul-
teng yakni Ir. Markus Kadoy 
dan Dian Maghfi ra.*/YAT

SULTENG RAYA – Kantor Wilayah Ke-
menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Sulawesi Tengah (Kemenkumham Sulteng) 
menggelar acara Media Gathering sebagai 
bentuk apresiasi atas dukungan media dalam 
mensosialisasikan berbagai program dan ke-
giatan Kemenkumham Sulteng selama tahun 
2024, Jumat (27/12/2024).

Dipusatkan di Ruang Garuda Kanwil, acara 
ini juga menjadi momentum untuk meraya-
kan keberhasilan Kemenkumham Sulteng 
dalam meraih berbagai prestasi di tingkat 
nasional, khususnya dalam pelayanan hukum 
dan HAM serta konsistensi Kemenkumham 
Sulteng menduduki posisi teratas dalam 
bidang pemberitaan media konvensional in-
ternal Kemenkumham di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wi-
layah Kemenkumham Sulteng, Hermansyah 
Siregar, menyampaikan rasa terima kasih 
kepada seluruh media yang telah menjadi 
mitra kerja yang baik. 

“Media memiliki peran yang sangat pen-
ting dalam menyampaikan informasi kepada 
masyarakat. Kami berharap melalui acara 
ini, sinergi antara Kemenkumham Sulteng 
dengan media dapat semakin erat,” ujarnya, 
Jumat, (27/12/2024).

Hermansyah Siregar juga memaparkan 
sejumlah capaian yang telah diraih oleh Ke-

menkumham Sulteng sepanjang tahun 2024. 
Ia yang didampingi Kepala Bagian Pro-

gram dan Humas, Muhammad Said, Kepala 
Subbagian Humas, RB dan TI, Asman serta 
seluruh pengelola kehumasannya berharap 
kolaborasi gemilang yang telah dilakukan 
bersama.

Pertemuan itu juga menjadi momentum 
bagi dirinya untuk berpamitan kepada se-
luruh insan pers di Sulteng. Selanjutnya, ia 
akan mengemban amanah sebagai Direktur 
Merek dan Indikasi Geografi s pada Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa 
kepemimpinan selanjutnya juga akan terus 
berupaya meningkatkan pelayanan, peran 
media kata dia, menjadi kunci penting dan 
hal yang utama.

Apalagi, dengan proses transisi pemekaran 
Kemenkumham menjadi 3 Kementerian, yak-
ni Kementerian Hukum, Kementerian HAM 
serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyara-
katan seluruh layanan akan lebih terfokus 
pada penunaian Asta Cita Presiden Prabowo.

“Prestasi yang kami raih saat ini tidak lepas 
dari dukungan seluruh jajaran Kemenkum-
ham Sulteng dan tentunya juga peran media. 
Ke depan, kami berkomitmen untuk terus 
meningkatkan kinerja dan memberikan pela-
yanan terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.*/YAT

Kemenkumham Sulteng Gelar Media Gathering, 
Rayakan Prestasi dan Komitmen untuk Lebih Baik



SAMBUNGANSAMBUNGAN 7KAMIS, 2 JANUARI 2025KAMIS, 2 JANUARI 2025
SULTENG RAYA

TIMNAS dari Halaman.......................................................................................................1

PEMDA dari Halaman....................................................................................................................................................................1

POLDA dari Halaman.....................................................................................................................................................................1

HADIAH dari Halaman..................................................................................................................................................................1

PEMPROV dari Halaman..............................................................................................................................................................1

tahun 2024 berdasarkan penilaian 
management. Puluhan karyawan ini 
tersebar di beberapa tempat di anta-
ranya Kelurahan Kolonodale, Desa 
Korololaki, Desa Bunta, Desa Tompira, 
Desa Bungintimbe, Desa Towara, Desa 
Peboa dan Desa Mohoni. 

Salah satunya, Herman Kaiteni 
Koordinator Alat Berat Smelter 1, dia 
dinilai berkinerja baik selama tahun 
2024 dan mendapatkan apresiasi dan 

dikunjungi secara langsung di kedia-
mannya di Desa Korololaki. Herman 
bersyukur mendapatkan apresiasi 
tersebut dan sangat jarang karyawan 
memperoleh penghargaan apalagi di 
momen tahun baru.

"Terimakasih atas kunjungannya 
pak, semoga semangat kerja di tahun 
2025 makin semangat dan di berikan 
kesehatan untuk semua," ujarnya.

Selain memberikan apresiasi ke-

pada karyawan, Zhou Yuan beserta 
rombangan bersilaturahmi kepada 
beberapa Kepala Desa yang meraya-
kan Natal di antaranya Kepala Desa 
Peboa dan Kepala Desa Mohoni. 
Pimpinan PT GNI tersebut juga ber-
bagi kebahagiaan dengan sejumlah 
anak-anak Desa setempat dan ber-
harap agar tahun 2025 semua orang 
menjadi lebih sehat, bahagia, dan 
penuh rejeki. *VAN

premium turun 0,45 persen atau Rp70 
menjadi Rp15.350 per kg.

Meski begitu harga beras medium naik 
1,04 persen atau Rp140 menjadi Rp13.610 
per kg; sedangkan beras stabilitas pasokan 
dan harga pangan (SPHP) Bulog turun 
1,04 persen atau Rp130 menjadi Rp12.350 
per kg.

Selanjutnya komoditas bawang merah 
terpantau naik 0,41 persen atau Rp170 
menjadi Rp41.400 per kg; begitu pun ba-
wang putih bonggol naik 0,40 persen atau 
Rp170 menjadi Rp42.880 per kg.

Kemudian, harga komoditas cabai 
merah keriting turun 3,77 persen atau 
Rp1.920 menjadi Rp48.950 per kg; begitu 
pun cabai rawit merah turun 5,91 persen 
atau Rp3.560 menjadi Rp56.690 per kg.

Selanjutnya harga daging sapi murni 
turun 2 persen atau Rp2.710 menjadi 
Rp132.690 per kg; sedangkan daging ayam 
ras naik 4,06 persen atau Rp1.540 men-
jadi Rp39.510 per kg; lalu telur ayam ras 
juga naik 0,23 persen atau Rp70 menjadi 
Rp30.930 per kg.

Komoditas kedelai biji kering (impor) 

terpantau naik 2,99 persen atau Rp310 
menjadi Rp10.670 per kg; lalu gula kon-
sumsi juga baik 0,22 persen atau Rp40 
menjadi Rp18.020 per kg.

Selanjutnya minyak goreng kemasan 
sederhana turun 0,43 persen atau Rp80 
menjadi Rp18.690 per kg; sedangkan mi-
nyak goreng curah naik 1,14 persen atau 
Rp200 menjadi Rp17.790 per kg.

Kemudian komoditas tepung terigu 
curah juga turun 2,09 persen atau Rp210 
menjadi Rp9.840 per kg; begitu pula terigu 
non curah juga turun 0,23 persen atau Rp30 
menjadi Rp12.960 per kg.

Selanjutnya, harga jagung di tingkat 
peternak turun 1,98 persen atau Rp120 
menjadi Rp5.930 per kg; sedangkan harga 
garam halus beryodium naik 2,52 persen 
atau Rp290 menjadi Rp11.820 per kg.

Selanjutnya, untuk harga ikan kembung 
terpantau turun 1,08 persen atau Rp420 
menjadi Rp38.320 per kg; lalu ikan tong-
kol juga turun 6,23 persen atau Rp2.030 
menjadi Rp30.560 per kg; sementara itu 
ikan bandeng naik 1,35 persen atau Rp460 
menjadi Rp34.550 per kg. ANT
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Sosialisasi yang dilaksanakan sehari 
tersebut dihadiri oleh para camat dan 
perangkat desa se Kabupaten Parmout 
yang jumlahnya sebanyak 580 orang.

Ketua panitia kegiatan, Mulyati 
dalam laporannya mengatakan, sosi-
alisasi itu dilaksanakan untuk mem-
berikan informasi kepada seluruh 
pemerintah desa mengenai rincian 
pagu R-APBDesa tahun 2025 yang ter-
diri dari dana desa, alokasi dana desa, 
bagi hasil pajak dan retribusi. Selain 
itu, tambah Mulyati kegiatan tersebut 
dapat menambah pengetahuan aparat 
desa tentang pengelolaan keuangan 
desa ditahun anggaran 2025.

"Dengan mengikuti sosialisasi ini ba-
pak ibu dapat menambah pengetahuan 
tentang proses pengelolaan keuangan 
di desa,“ ujar Mulyati.

Sementara itu, Sekretaris Daerah 
(Sekda) Parmout Zulfinasran yang 
membuka kegiatan tersebut dalam 
sambutannya mengatakan, pen-
yusunan R-APBDesa adalah salah satu 
tahapan penting dalam perencanaan 
pembangunan desa.

Menurutnya R-APBDesa bukan hanya 
sekadar dokumen anggaran tetapi juga 
merupakan wujud dari perencanaan 
yang partisipatif dan transparan.

“Dokumen ini akan mengarahkan 

penggunaan anggaran desa untuk 
berbagai program dan kegiatan yang 
berdampak langsung kepada kese-
jahteraan masyarakat desa,” tutur  
Zulfinasran.

Selaku pemerintah daerah kata Zul-
finasran, pihaknya memiliki komitmen 
yang kuat untuk mendukung desa di 
Kabupaten Parmout agar mampu me-
nyusun R-APBDesa yang akurat, tepat 
sasaran dan berkelanjutan. 

“Saya mengajak seluruh peserta sosi-
alisasi ini untuk bersama sama berko-
mitmen dalam menyusun R-APBDesa 
yang tidak hanya tepat waktu tetapi 
juga tepat guna,” pungkasnya. */AJI

Ia mengatakan keberhasilan men-
gungkap berbagai temuan ini men-
cerminkan komitmen Satgas Madago 
Raya dalam menjaga stabilitas keama-
nan pascapenegakan hukum terhadap 
kelompok teroris di wilayah Kabupa-
ten Poso dan sekitarnya.

Ia menegaskan bahwa temuan ini 
menunjukkan seriusnya ancaman ter-
orisme di Sulawesi Tengah, khususnya 
Kabupaten Poso dan sekitarnya.

Oleh karena itu, kata dia, Satgas Ope-
rasi Madago Raya terus mempersempit 
ruang gerak kelompok teroris yang di-

harapkan dapat membawa kedamaian 
di Sulawesi Tengah.

Selain itu, dia menyebutkan  terd-
apat penyerahan atribut radikalisme 
oleh eks simpatisan kelompok Jemaah 
Ansharut Daulah (JAD) Kabupaten 
Poso termasuk bendera dan jaket 
berlogo ISIS.

"Hal ini mencerminkan keberhasilan 
program deradikalisasi di wilayah 
operasi," ujarnya.

Ia juga mengimbau seluruh elemen 
masyarakat untuk selalu waspada 
terhadap potensi ancaman keamanan 

dan melaporkan setiap aktivitas men-
curigakan kepada pihak berwajib.

Menurut dia, sinergi antara masya-
rakat, pemerintah, dan aparat keama-
nan harus terus ditingkatkan agar 
Provinsi Sulawesi Tengah adalah  ru-
mah kita bersama, dan kedamaian di 
wilayah ini menjadi tanggung jawab 
semua pihak.

"Mari bersama-sama menjaga ke-
harmonisan dan mencegah masuknya 
paham-paham radikal yang dapat 
merusak persatuan bangsa,” kata-
nya. ANT

Memang ada juara Piala AFF U-16, U-19, 
U-23, hingga emas SEA Games 2023. Na-
mun itu semua untuk kategori usia karena 
SEA Games kini sudah memberlakukan 
pembatasan usia, beda halnya dengan 
edisi 1991. Untuk level senior, Indonesia 
nirgelar selama abad ke-21.

Namun, status ini tak dianggap bu-
ruk. Paradigmanya sudah bergeser. Kini 
persepsi yang muncul adalah, terpenting 
Indonesia lolos ke Piala Asia dan ke fase 
ketiga Kualifikasi Piala Dunia.

Bahkan, kini ada semacam kepercayaan 
diri, Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 
untuk pertama kalinya. Memang peluang 
itu cukup terbuka. Namun perjuangan 
hebat harus ditempuh.

Pada 2025 ini, ada empat laga yang 
sudah menanti, yakni melawan Jepang, 
China, Bahrain, dan Australia. Keempat 
lawan ini akan dihadapi pada bulan Maret 
dan Juni.

Indonesia berpeluang lolos langsung ke 
Piala Dunia 2026 jika bisa tiga kali menang 
dari empat laga ini. Jika cuma dua kali 
menang, peluang yang terbuka adalah 
lolos ke fase keempat kualifikasi.

Kalau cuma sekali menang, tetap ada 
potensi melaju ke fase keempat kualifikasi, 
tetapi kecil. Ini akan tergantung dari hasil 
pertandingan tim lainnya di Grup C.

Dalam empat laga itu, skuad Garuda 
akan menjalani dua laga kandang dan 
tandang. Artinya pula ada potensi menang 
dua kali di kandang. Dua laga ini harus 
diperjuangkan.

Namun, bukan berarti laga tandang 
tak penting. Utamanya tandang mela-
wan Australia pada 20 Maret nanti, bisa 
menjadi modal kepercayaan diri sebelum 
melawan Bahrain di kandang.

Bukan Jepang, Australia, Bahrain, atau 
China yang akan menjadi aral terbesar 
Timnas Indonesia di 2025. Hambatan 
terbesarnya adalah soliditas.

Setidaknya ada tiga isu besar terkait 
Timnas sepanjang 2024. Pertama soal 
kompetensi Shin Tae Yong, kedua terkait 
kekompakan di dalam tim, dan ketiga 
konsistensi dari PSSI.

Shin yang kontraknya diperpanjang 
PSSI hingga Juni 2027, disebut sejumlah 
kalangan miskin strategi. Pria Korea Sela-

tan ini dianggap terlalu bergantung pada 
serangan balik dan lemparan Pratama 
Arhan.

Bahkan, setelah gagal di Piala AFF 2024, 
tanda pagar #STYOut menggema di media 
sosial. Kemudian muncul lagi tanda pagar 
#stytanpadiasporanol sebagai isyarat 
inkompetensi Shin.

Ternyata tanda pagar di media sosial itu 
hasil orkestrasi, bukan aksi organik. Ada 
yang memainkannya lewat pendengung 
bayaran atau buzzer. Sayang belum di-
ketahui siapa di balik buzzer itu.

Pada 2024 juga ada isu disharmonisme 
pemain. Ada konflik antara pemain den-
gan Shin dan antarpemain. Memang tak 
ada yang membahas secara terbuka, tetapi 
ceritanya banyak yang tahu.

Kabar baiknya, para pemain akhirnya 
bisa berdamai. Mereka bersatu mengelu-
pas koreng itu. Performa melawan Arab 
Saudi jadi sinyal bahwa perpecahan inter-
nal bisa diatasi.

Terakhir, konsistensi PSSI dalam men-
jalankan roda federasi. Jika kompetisi 
semakin membaik di semua level, kualitas 
pemain Indonesia otomatis pula akan 
terkatrol.

PSSI perlu pula menghadirkan blue 
print atau cetak biru sepak bola Indonesia. 
Sejauh ini PSSI baru punya visi dan misi 
yang tertuang dalam lembaran bagan. Bisa 
dibilang PSSI baru punya mimpi.

Angan PSSI ini bisa jadi hanya jadi an-
gin. Lewat begitu saja. Sebab dari era-era 
pengurus PSSI sebelumnya mimpi yang 
sama tercetus, tetapi tidak ada langkah 
panduan yang diterbitkan.

Karena itu PSSI kudu solid dari dalam. 
Pengurus PSSI tak perlu kasak-kusuk soal 
strategi Shin, sebab tantangan terbesar fe-
derasi bukan di Timnas, tetapi di program 
kerja sepak bola.

Tahun 2024 dengan segala dinamika 
yang terjadi, kiranya jadi pelajaran bagi 
pengurus PSSI. Banyak tugas menanti PSSI 
di 2025, seperti liga putri, usia muda, wasit, 
dan Asosiasi Provinsi.

Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala 
Dunia 2026, tak perlu direcoki. Cukup 
fasilitasi, sebab kompetensi pelatih dan 
harmonisme pemain bisa diracik, selama 
tak ada intervensi dari eksternal. CNN

Tahun 2024 telah menjadi saksi dari 
kerja keras pemerintah untuk mem-
bangun Sulawesi Tengah.

Ia pun mengucapkan terima kasih 
dan apresiasi kepada semua stake-
holder yang telah bersinergi dan 
berkolaborasi dalam menyokong 
pembangunan di Sulawesi Tengah, 
sehingga dalam perjalanan tahun 

2024 Pemprov Sulteng berhasil me-
raih berbagai penghargaan dan me-
noreh prestasi yang gemilang.

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi 
Tengah 2024 tercatat yang tertinggi 
kedua di Indonesia, diikuti pengen-
dalian inflasi yang cukup stabil dan 
realisasi investasi Penanaman Modal 
Asing melampaui target nasional, 

sehingga semua hal ini berimbas pada 
kenaikan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Sulteng hingga Rp 2,4 triliun 
serta APBD Sulteng tembus Rp 6,2 
triliun.

Terakhir Ia mengajak seluruh stake-
holder untuk menyonsong tahun 2025 
dengan penuh optimisme, inovasi 
dan kolaborasi. *WAN

SULTENG RAYA - Pemerintah Kabupaten 
Sigi, Sulawesi Tengah mengajak masyara-

kat untuk tetap menjaga nilai-nilai spiritual 
dalam menyambut tahun baru di daerah itu 

melalui kegiatan dzikir akbar.

"Tentunya kegiatan dzikir 
akbar ini dilaksanakan di 
seluruh wilayah kecamatan 
di Kabupaten Sigi yang dik-
oordinir oleh masing-ma-
sing camat, dengan berpusat 
di Kecamatan Dolo sebagai 
bagian dari pelepasan tahun 
yang penuh makna," kata 
Bupati Sigi Mohamar Irwan 
Lapatta di Dolo, Rabu.

Ia mengemukakan bahwa 
dzikir akbar yang digelar 
Selasa (31/12) malam itu 
merupakan bagian dari re-
fleksi kepemimpinannya se-

bagai bupati selama hampir 
10 tahun.

"Dzikir ini bukan hanya 
untuk mengakhiri tahun, 
tetapi juga untuk mens-
yukuri segala nikmat dan 
perlindungan dari Allah 
SWT di tahun yang telah 
berlalu," ucapnya.

Ia menuturkan dzikir ak-
bar ini menjadi salah satu 
momentum guna merajut 
kembali persatuan dan ke-
satuan di Kabupaten Sigi.

"Dengan dzikir kali ini 
kita menyampaikan rasa 

syukur kepada Allah ka-
rena tahun ini kita diberi-
kan kesehatan, kekuatan 
dan segala yang terbaik. Ini 
adalah bentuk budaya kita, 
bahwa setiap akhir tahun 
kita merenung dan berdoa 
agar diberikan keberkahan 
di tahun mendatang," se-
butnya.

Ia mengajak masyarakat 
di Kabupaten Sigi senanti-
asa ke depan tetap menjalin 
harmoni dan silaturahim 
kembali khususnya pasca-
pilkada.

"Tahun politik memang 
sering menimbulkan per-
bedaan pandangan, bahkan 
antara keluarga atau te-
man. Namun, mari kita jaga 
persatuan dan kedamaian. 
Harapannya tahun 2025 se-
moga kita semua bisa lebih 
saling bekerja sama demi 

kemajuan Kabupaten Sigi," 
ujarnya.

Diketahui salah satu pro-
gram pemerintah daerah 
adalah Sigi Religi sebagai 
satu pendekatan dalam 
pembinaan umat beragama 
di Kabupaten Sigi.

"Program Sigi Religi men-
jadi salah satu pendekatan 
pembinaan umat dari aspek 
agama," kata Irwan.

Kata dia, Sigi Religi dapat 
terus menjadi perekat kema-
jemukan yang ada, yang da-
pat menopang peningkatan 
kualitas ketenteraman dan 
kedamaian umat beragama.

"Dalam Sigi Religi terda-
pat muatan moderasi berag-
ama yang merupakan satu 
konsepsi guna membangun 
pemikiran dan sikap umat 
beragama yang moderat," 
ujarnya. ANT

Pemkab Sigi Ajak 
Masyarakat Jaga 

Nilai-Nilai Spiritual

BUPATI SIGI Mohamad Irwan Lapatta saat memimpin pelaksanaan dzikir akbar pergantian tahun di Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Selasa 
(31/12/2024). FOTO: ANTARA/ PEMKAB SIGI

SULTENG RAYA - 
Pemain Timnas Voli Putri 
Indonesia yang memper-
kuat Red Sparks Mega-
wati Hangestri Pertiwi ber-
hasil meraih gelar Pemain 
Terbaik Putaran Ketiga 
Liga Voli Korea musim 
2024/2025.

Kepastian itu didapat 
usai Federasi Bola Voli Ko-
rea Selatan (KOVO) men-
geluarkan pengumuman 
resmi lewat Instagram 
pada Rabu (1/1).

"Pemain Terbaik Ronde 
Ketiga Megawati Hange-
stri Pertiwi," tulis KOVO.

KOVO menilai Megawa-
ti Hangestri Pertiwi telah 
menunjukkan penampilan 
yang cemerlang bersama 
Red Sparks di putaran ke-
tiga Liga Voli Putri Korea 
Selatan dengan mencatat-
kan 155 poin.

"Megawati mencatat 155 
poin, persentase serangan 
sukses sebesar 52,8% [pe-
ringkat 1], tingkat keber-
hasilan open spike 46,9 
[peringkat 1]," tulis KOVO.

Keberhasilan ini mem-
buat Megawawati mengu-

Megawati Raih Gelar 
Pemain Terbaik Liga Voli 

Korea Putaran Ketiga

lang prestasi serupa yang 
dia raih di awal kariernya 
di Liga Voli Korea pada 
2013 dengan merebut gelar 
pemain terbaik putaran 
pertama Liga Voli Korea 
2023/2024.

Megawati Hangestri Per-
tiwi kini bertengger di jaja-
ran teratas daftar top skor 
Liga Voli Korea 2024/2025.

Megatron kini menem-
pati posisi ketiga dengan 

mengemas 404 poin atau 
hanya tert inggal  satu 
angka dari Laetitia Moma 
Bassoko pemain Kamerun 
yang memperkuat Hill-
state.

Sementara di klasemen 
sementara Liga Voli Korea, 
Red Sparks kini menem-
pati posisi ketiga klasemen 
dengan mengemas 34 poin 
dari 18 pertandingan yang 
dilakoni. CNN 

MEGAWATI Hangestri Pertiwi jadi pemain terbaik Liga Voli Korea 
putaran ketiga musim 2024/2025. FOTO: DOK. KOVO
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"Karena itu maka kami su-
dah mengkaji semua penga-
laman sejarah itu termasuk 
kekhawatiran masyarakat 
dan nanti pada akhirnya 
kami akan memiliki ini saya 
buka saja ya, memiliki sis-
tem evaluasi baru yang dia 
akan berbeda dengan se-

belumnya. Nah tapi sistem 
evaluasi baru yang berbeda 
itu seperti apa ya tunggu 
sampai kami umumkan," 
kata Prof. Mu'ti di Kantor 
Kemendikdasmen, Selasa 
(31/12/2024). 

Prof. Mu'ti juga menegas-
kan, pelaksanaan UN hanya 

SULTENG RAYA-Ke-
menterian Pendidikan Ting-
gi, Sains, dan Teknologi 
(Kemendikti Saintek) bakal 
melakukan evaluasi isi Pe-
raturan Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Te-
knologi Nomor 53 Tahun 
2023 Tentang Penjaminan 
Mutu Pendidikan Tinggi. 

Evaluasi Permendikbud 
ini kali kedua dilakukan 
Mendikti saintek Satryo 
Soemantri Brodjonegoro. 
Sebelumnya, ia menunda 
penerapan Permendik-
budristek Nomor 44 Tahun 
2024 tentang Profesi, Ka-
rier, dan Penghasilan Dosen 
karena sedang dievaluasi.  
Sementara pada evaluasi 
Permendikbud nomor 53 ini, 
bertujuan untuk revitalisasi 
otonomi perguruan tinggi. 

Mendikti menerbitkan 
permintaan evaluasi pada 
pemangku kebijakan bidang 
pendidikan tinggi pada 31 
Desember 2024. Melalui 
Surat Edaran Menristekdikti 
nomor 15 tahun 2024 men-
genai Evaluasi Permendik-
budristek Nomor 53 Tahun 
2023 tentang Penjaminan 
Mutu Pendidikan Tinggi 
pada tanggal 31 Desember 
2024.  "Dalam rangka revi-
talisasi otonomi perguruan 
tinggi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 62 Undang- Un-
dang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi, 
kementerian memandang 
perlu untuk melakukan eva-
luasi terhadap Permendik-
budristek Nomor 53 Tahun 
2023 tentang Penjaminan 
Mutu Pendidikan Tinggi," 
kata Mendikti Satryo Soe-
mantri Brodjonegoro dalam 
surat edaran yang dilansir 
Rabu, (1/1/2025), dari la-
man LLDIKTI Wilayah IV. 

Menteri Satryo mengata-
kan, semua pemangku ke-
bijakan di perguruan tinggi 
bisa memberikan masukan 
untuk revisi Permendikbud 
No. 53 Tahun 2023.

"Sehingga mendukung re-
vitalisasi otonomi perguruan 
tinggi. Dalam proses evalu-
asi tersebut, Kementerian 
membuka kesempatan se-
luas-luasnya dari pemangku 
kepentingan bidang pendi-
dikan tinggi untuk mem-
berikan masukan, saran, 
dan pertimbangan," kata 
Mendikti Saintek Satryo Soe-
mantri Brodjonegoro. Hasil 
evaluasi tersebut ditargetkan 
selesai sebelum 18 Agustus 
2025 dan diharapkan dapat 
digunakan untuk merevi-
si Permendikbud No. 53 
Tahun 2023.

ISI PERMENDIKBUD 
NO. 53 TAHUN 2023 

Secara umum, peraturan 
ini mengatur tentang sistem 
perguruan tinggi yang ber-
tujuan untuk meningkatkan 
kualitas akademik dan me-
mastikan lulusan yang siap 
kerja. Beberapa isi aturan 
ini mengenai penetapan, 
pelaksanaan, evaluasi, pen-
gendalian, dan peningkatan 
Standar Pendidikan Tinggi 
(SPT), pengaturan meka-
nisme penjaminan mutu di 
perguruan tinggi.

Lalu pengaturan standar 
nasional pendidikan tinggi, 
pengaturan standar pendi-
dikan tinggi yang ditetap-
kan oleh perguruan tinggi, 
dan masih banyak lainnya. 
Yang sempat menjadi fokus 
terbesar di peraturan ini 
adalah pengaturan tugas 
akhir mahasiswa yang lebih 
fl eksibel dan relevan dengan 
bidang studi.

Mahasiswa bisa menye-
lesaikan tugas akhir bukan 
dalam bentuk skripsi, tesis, 
maupun disertasi. Dasar 
hukum Permendikbudris-
tek Nomor 53 Tahun 2023 
adalah Pasal 17 ayat (3) Un-
dang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1945, serta undang-undang 
dan peraturan pemerintah 
lainnya.KPS

FOTO: ILUSTRASI

Mendikdasmen Tegaskan Sistem UN 
Akan Beda dari Tahun Sebelumnya

PEMAPARAN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Taklimat Media Akhir Tahun 2024, Kantor 
Kemendikdasmen pada Selasa (31/12/2024). FOTO: HUMAS

Taklimat Media Akhir Tahun 2024: Komitmen 
Kemendikdasmen untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas

Mengawali paparannya, 
Menteri Mu’ti menyampai-
kan apresiasi kepada se-

luruh jajaran Kemendikdas-
men yang telah bekerja keras 
dalam menjalankan pro-

gram-program pendidikan 
sepanjang tahun 2024. Beliau 
juga mengungkapkan rasa 

SULTENG RAYA- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 
(Kemendikdasmen) menyelenggarakan Taklimat Media Akhir Tahun 

2024 sebagai bagian dari pelaporan capaian kinerja kementerian selama 
tahun 2024 dan paparan arah kebijakan pendidikan pada tahun 2025. 

Acara ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 
(Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat, pejabat eselon I 
dan II di lingkungan Kemendikdasmen serta dihadiri lebih dari 

60 wartawan dari berbagai media nasional.

terima kasih atas dukungan 
media yang telah menjadi 
jembatan komunikasi yang 
efektif, membantu menye-
barkan informasi kebijakan 
dan program kementerian 
kepada masyarakat luas.

“Yang kami sampaikan 
ini nanti adalah informasi 
untuk publik sebagai bagian 
dari akuntabilitas kerja yang 
telah kami lakukan. Serta 
bagian dari upaya kami 
untuk memberikan layanan 
pendidikan bermutu untuk 
semua dalam rangka mem-
bangun generasi Indonesia 

yang cerdas dan maju,” 
ungkap Menteri Mu’ti di 
Kantor Kemendikdasmen 
pada Selasa (31/12/2024).

CAPAIAN KINERJA 
TAHUN 2024

Pemerintah terus berko-
mitmen untuk meningkat-
kan kualitas pendidikan 
melalui berbagai kebijakan 
dan program yang meny-
entuh berbagai aspek, ter-
masuk kesejahteraan guru, 
peningkatan kompetensi, 
serta inovasi dalam pembe-
lajaran. “Salah satu langkah 
penting adalah peningkatan 
kesejahteraan guru melalui 
tunjangan sertifikasi pen-
didik yang ditujukan un-
tuk meningkatkan kualitas 
pengajaran,” lanjut Menteri 
Mu’ti.

Selain itu, kebijakan baru 
juga memungkinkan guru 
ASN untuk mengajar di 
sekolah swasta, memberikan 
lebih banyak kesempatan 
bagi mereka untuk berbagi 
ilmu dan pengalaman. Un-
tuk mendukung kualitas 
pengajaran yang lebih baik, 
pemerintah juga mengim-
plementasikan penyeder-
hanaan pengelolaan kinerja 
guru, kepala sekolah, dan 
pengawas sekolah, yang 
bertujuan meningkatkan 
efi siensi dan efektivitas di 
sektor pendidikan.

Pada sektor inovasi, tahun 
2024 menyelenggarakan 
berbagai peluncuran pro-
gram yang berfokus pada 
pengembangan karakter dan 
budaya literasi anak, seperti 
peluncuran Film “Kemenan-
gan Sejati” dan Gerakan 7 
Kebiasaan Anak Indonesia 
Hebat serta Senam Anak 
Indonesia Hebat.

Di bidang pendidikan vo-
kasi, pemerintah melaksana-
kan Vocationomics sebagai 
forum untuk berbagi ide dan 
kebijakan terkait pendidikan 
vokasi dan ekonomi. Pro-
gram SMK Teaching Facto-
ry, SMK Pusat Keunggulan, 
serta Pendidikan Kecakapan 

Kerja juga diperkuat untuk 
meningkatkan daya saing 
tenaga kerja terampil di 
Indonesia.

Selain itu, tahun 2024 juga 
menjadi tahun yang penuh 
dengan prestasi di bidang 
sastra dan literasi. Lomba 
Sastra Siswa Nasional yang 
melibatkan lebih dari 4.500 
siswa, termasuk lomba men-
dongeng dan menulis cerita, 
menjadi bukti bahwa Indo-
nesia terus berkomitmen 
untuk meningkatkan literasi 
anak-anak. Hal ini diperkuat 
dengan penyelenggaraan 
Festival Literasi Swantara 
Aksara, yang mengusung 
tema “Membumikan Li-
terasi, Menguatkan Aksi,” 
sebagai upaya memperluas 
keterlibatan dalam gerakan 
literasi di masyarakat.

Perayaan 100 tahun AA 
Navis dan Bulan Bahasa dan 
Sastra menjadi momentum 
penting untuk memperkuat 
pemahaman dan apresiasi 
terhadap bahasa dan sastra 
Indonesia. Di sisi lain, pen-
guatan literasi numerasi 
berbasis PISA dan pening-
katan kapasitas SDM di 
sektor pendidikan turut di-
upayakan melalui berbagai 
perangkat pembelajaran dan 
sosialisasi.

Tahun 2024 juga diwarnai 
dengan temu wicara dan 
koordinasi antara pemerin-
tah dan berbagai pemangku 
kepentingan untuk menyus-
un kebijakan pendidikan 
yang partisipatif, mempe-
rerat kerja sama, dan mem-
bangun kolaborasi antara 
pemerintah dan masyarakat 
demi tercapainya pendidi-
kan yang berkualitas dan 
merata di seluruh Indonesia.

“Berbagai kajian kebijakan 
yang telah diselesaikan anta-
ra lain adalah ujian nasional 
dan asesmen nasional, kuri-
kulum, Guru Penggerak, 
zonasi PPDB, coding dan 
AI, redistribusi guru ASN 
PPPK, SMK Masa Depan, 
pembelajaran mendalam 

(deep learning),” jelas Men-
teri Mu’ti.

KOMITMEN KEMEN-
TERIAN PADA TAHUN 

2025
Untuk tahun 2025, Ke-

mendikdasmen memprio-
ritaskan beberapa program 
strategis, seperti penguatan 
pendidikan karakter, pe-
merataan akses pendidikan 
melalui wajib belajar 13 
tahun, dan peningkatan ku-
alitas sarana dan prasarana 
pendidikan. Kementerian 
juga berfokus pada pengem-
bangan talenta unggul dan 
penyediaan layanan pen-
didikan yang merata bagi 
seluruh siswa di Indonesia, 
termasuk bantuan pendi-
dikan bagi 18,59 juta siswa 
melalui Program Indonesia 
Pintar. “Dengan total angga-
ran Kemendikdasmen pada 
tahun 2025 sebesar Rp33,5 
triliun, sejumlah program 
prioritas akan dilaksanakan, 
termasuk peningkatan kua-
litas pendidikan vokasi me-
lalui magang dan sertifi kasi 
kompetensi bagi siswa SMK, 
serta penguatan literasi dan 
kebahasaan melalui distri-
busi buku bacaan bermutu 
dan pembinaan komunitas 
sastra,” tambah Menteri 
Mu’ti.

Menteri Abdul Mu’ti me-
negaskan bahwa seluruh 
inisiatif yang telah dilaksa-
nakan mencerminkan ko-
mitmen Kemendikdasmen 
dalam mewujudkan pendi-
dikan yang inklusif, berku-
alitas, dan relevan dengan 
kebutuhan zaman. "Pendidi-
kan adalah prioritas utama 
dalam membangun masa 
depan bangsa," ujarnya.

Seluruh capaian ini men-
jadi landasan yang kokoh 
untuk melangkah ke tahun 
2025 dengan semangat baru. 
Kemendikdasmen berkomit-
men untuk terus memper-
juangkan pendidikan yang 
bermutu bagi seluruh anak 
Indonesia.*ENG

Mendikti Evaluasi Ulang 
Permendikbudristek 53 Tahun 
2023, Target 2025 Rampung

SULTENG RAYA-Menteri Pendidikan Dasar 
dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul 
Mu'ti berencana mengembalikan ujian nasio-
nal (UN). Meski ingin mengembalikan Ujian 
Nasional, Prof. Mu'ti menegaskan akan ada 
perbedaan jenis antara UN di masa lalu dan 
masa mendatang.

digelar oleh sekolah yang 
sudah terakreditasi dan ti-
dak akan langsung digelar 
pada tahun 2025. "Kami 
tegaskan bahwa yang men-
jadi penyelenggara ujian itu 
adalah satuan pendidikan 
yang terakreditasi," ujarnya.

Sudah ada konsep Ujian 
Nasional 

Sebelumnya diberitakan, 
sinyal hijau kembalinya 
UN di sekolah disinggung 
Mendikdasmen Prof. Abdul 
Mu'ti. Ia mengungkapkan 
pihaknya sudah menyia-
pkan UN agar kembali di-
laksanakan di sekolah. 

"Ujian nasional sudah 
siap sebenarnya secara 

konsep, tapi 2025 ini be-
lum kita laksanakan," ujar 
Abdul di kantor Kemenko 
PMK, Jakarta Pusat, Senin 
(30/12/2024), dilansir dari 
Kompas.com. 

Sebagai informasi, UN 
kini sudah diganti dengan 
Asesmen Nasional (AN) 
yang diluncurkan oleh Men-
teri Pendidikan, Kebuda-
yaan, Riset, dan Teknologi 
(Mendikbud Ristek) Nadiem 
Makarim pada tahun 2021 
lalu.

Walaupun sudah bergan-
ti, pada dasarnya keduanya 
sama-sama sebagai alat ukur 
capaian akademis siswa di 
tingkat nasional. Hanya UN 

lebih menekankan hasil eva-
luasi per individu sehingga 
menentukan kelulusan. AN 
akan mengevaluasi semua 
hal di dalam satu sekolah. 
Mulai dari kompetensi sis-
wa, guru, sampai sistem 
sekolah itu sendiri. Sehingga 
hasil AN, akan kembali ke 
sekolah lagi sebagai bahan 
koreksi.

Karena itu komponen uta-
ma AN yaitu Asesmen Kom-
petensi Minimum (AKM), 
Survei Karakter, dan Survei 
Lingkungan Belajar. Pada 
saat itu, AN diterapkan se-
kaligus sebagai sistem yang 
tidak menekan siswa dan 
membuat stres.KPS


